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ABSTRAK 

Nama   : Abdussalam 
NIM/NIMKO  : 171011010/85810417010 
Judul Skripsi  : Studi Kritis Terhadap Kewarisan Cucu Sebagai                         
                                     Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185     
                                     Kompilasi Hukum Islam 

 

Penelitian dalan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan konsep 
ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan 
yang penyusun angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, tinjauan fikih dan khi 
tentang kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti. Kedua, perbandingan 
konsep ahli waris pengganti menurut fikih dan KHI. Ketiga, metode istinbāt yang 
digunakan para perumus KHI dalam merumuskan pasal 185 tentang kewarisan 
cucu sebagai ahli waris pengganti. 

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penyusun 
menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yang terfokus pada studi 
naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan 
konseptual. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
reduksi data, kategorisasi, analisis dan kesimpulan.  

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, 
kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut fikih, hanya mengakomodir 
cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti, bagiannya adalah ‘aṣabah 
jika ada anak lain baik laki-laki maupun perempuan menjadi maḥjūb ḥirmān 
(tidak ada bagian warisan) dengan sebab adanya anak laki-laki. Kedua, dalam 
Kompilasi Hukum Islam yang termasuk ahli waris pengganti adalah dalam garis 
keturunan saja dan tidak berlaku untuk garis perkawinan, seperti pada setiap kasus 
ditetapkannya ahli waris pengganti dikhususkan untuk cucu serta bagian yang 
diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi atau boleh sama dari bagian 
ahli waris sederajatnya. Ketiga, hasil ijtihad Hazairin tentang ahli waris pengganti 
diadopsi ke dalam KHI berdasarkan surah al-Nisā ayat 33. Dengan menjelaskan 
bahwa mawālī itu adalah ahli waris pengganti yang memiliki jatah waris dari 
bagian ahli waris di atasnya yang sudah wafat terlebih dahulu namun penjelasan 
beliau dibantah oleh para ulama ahli tafsir yang berpendapat bahwa potongan ayat 
pertama telah dinasakh oleh potongan ayat kedua. Dan beberapa kesalahan pasal 
ahli waris pengganti diantaranya adalah melanggar syarat dan rukun waris serta 
dapat dinamakan pasal yang bermasalah. 

Implikasi penelitian ini yaitu, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat 
kelemahan yang sangat jelas dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 185 yang 
membahas tentang ahli waris pengganti oleh karena itu melalui penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pembaharuan 
hukum Islam, diharapkan pula mendorong penelitian lanjutan khususnya 
mengenai kewarisan ahli waris pengganti, dan tidak menutup kemungkinan pada 
upaya perubahan hukum secara formil melalui revisi pasal-pasal khi bahkan 
sampai pada upaya menaikkan status khi menjadi undang-undang dalam sistem 
hukum nasional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai 

penyempurna syariat agama-agama sebelumnya, yang dengannya pula Allah 

menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambaNya. Hal ini dijelaskan dalam al-

Qur’an, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imrān /3: 3. 

قكَّٱلكِتََٰبَّبٱِلحَّنَ زَّلَّعَلَي ّمُصَدِ  ّنِجيلَّّّٱلتَّورىََٰةَّوَٱلِّّوَأنَزَلَّّهِّيدََيّبَيَّّلِ مَاّاقِ 
Terjemahnya : 

Dia menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepadamu dengan sebenarnya; 
membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan 
Taurat dan Injil.1 

Allah swt. dalam ayat lain menjelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya  

agama yang diridai oleh Allah swt. yang menyempurnakan agama sebelumnya. 

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imrān/3: 19. 

يّ  ّٱلِسّ نَّعِنّ إِنَّّٱلدِ  ّدَّٱللََِّّ ّمِنّ ٱلّ توُاّ تَ لَفَّٱلَّذِينَّأوُّ وَمَاّٱخّ ّمُّلاََٰ ّنَ هُمّ اّبَ ي ّ يّ مُّبَ غّ عِلّ ءَهُمُّٱلدِّمَاّجَابَ عّ ّكِتََٰبَّإِلاَّ
ّفإَِنَّّاَّٰ بَِّّّفُرّ يَكّ ّوَمَنّ  َّسَريِّ يََٰتِّٱللََِّّ  ّّّّسَابِّعُّٱلح ِّّٱللََّّ

Terjemahnya : 
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada 
berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang 
pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara 
mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka 
sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.2 

Dalam hidupnya manusia dibebani perintah untuk menyebarkan risalah 

Rasulullah kepada seluruh manusia agar diyakini dan diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu syariat yang menjadi bukti kesempurnaan Islam adalah 

pembagian harta warisan. Perkara warisan telah dijelaskan oleh Allah swt. 

 
1Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, (Jakarta: Ummul Qura, 

2017), h. 50. 

2Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, h.  52. 
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bagaimana pembagiannya dan siapa yang berhak mendapatkan bagian. Maka, 

setiap orang yang telah mendapatkan warisan, tidak boleh dihalangi haknya oleh 

siapapun juga. Allah swt. telah menyebutkan bahwa aturan tersebut adalah 

farīḍatun min allāh kewajiban yang harus dijalankan. Dan tak ada seorangpun 

yang boleh mengubah dan melanggar ketentuan Allah swt. tersebut. 

Setelah menjelaskan bagian-bagian setiap pihak yang mendapatkan harta 

warisan Allah kemudian menutup rangkaian ayat tentang warisan dengan janji 

berupa ganjaran surga bagi siapa yang menaatiNya serta ancaman neraka kepada 

siapa saja yang berani mengubah dan melaanggar ketentuanNya. Allah swt. 

berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 13-14 . 

خِل هُّّّوَرَسُو لَهُّّّاللَّ ََّّٰيُّطِعِّّّوَمَنّ ّّاللَّ َِّّّٰحُدُو دُّّّتلِ كَّ َنْ َٰرُّّّتََ تِهَاّّمِنّ ّتََ ريِّ ّّجَن َٰتّ ّّيدُ  لِدِي نَّّّالا  ّّال فَو زُّّّوَذَٰلِكَّّّّفِي  هَاّّخَٰ
خِل هُّّحُدُو دَهّوَيَ تَ عَدَّّّوَرَسُو لَهّاللَّ ََّّٰي َّع صِّّوَمَنّ ّال عَظِي مُّ اّنََر اّيدُ  ّ ّّعَذَابّ ّوَلَهّفيِ  هَاّخَالِد  ّمُّهِي 

Terjemahnya : 
Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-
Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah 
kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya 
ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab 
yang menghinakan.3 

Dalam Islam permasalahan pembagian harta warisan merupakan salah satu 

kajian yang dibahas secara khusus dalam sebuah cabang ilmu fikih yaitu fikih 

mawārīṡ. Hal tersebut bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perselisihan 

dalam pembagian harta peninggalan keluarga yang telah meninggal. 

Secara umum ilmu mawārīṡ atau farāiḍ adalah  

 هوّعلمّبهّمنّيرثّومنّلاّيرثّوّمقدارّماّلكلّوارث4ّ 

 
3Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, h. 64. 

4Ṣāliḥ Fauzān Abdullāh Al-Fauzaān,o Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāḥīṡ al-farḍiyah 

(Cet. I; Qāhirah: DārAl-Ummah, 1438 H/2018 M), h.13. 
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Ilmu yang dengannya diketahui siapa yang mendapat warisan dan siapa 
yang tidak mendapatkan warisan dan bagian-bagian setiap pihak penerima 
warisan. 

Dalam pembagian warisan menurut fikih, setiap orang memiliki bagiannya 

masing masing, Syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan kewarisan dengan 

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. 

Agama Islam juga telah menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki 

maupun perempuan melalui jalan yang disyariatkan seperti perpindahan harta dari 

pewaris kepada ahli warisnya. Pada dasarnya pengaturan pembagian harta waris 

telah diatur oleh Al-Qur’an dan hadis. 

Namun, ada beberapa masalah yang merupakan hasil ijtihad para salaf 

umat ini, contohnya adalah masalah Tawrīṡ al-ikhwah ma’a al-jadd yang 

merupakan ijtihad dari Ibnu Mas’ūd, Alī bin Abī Ṭālib, Abū Bakr al-Ṡiddīq dan 

Zaid bin Ṡābit. Contoh yang kedua adalah masalah al-Musyarrakah yang pertama 

kali ditetapkan oleh Umar bin al-Khattāb dan disepakati oleh sekelompok sahabat 

diantaranya Zaid bin Tsabit. Kemudian contoh yang ketiga adalah masalah al-

Umariyatain dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang merupakan hasil 

dari ijtihad para ulama. 

Seiring permasalahan masyarakat yang terus berkembang, maka, usaha 

yang diperlukan untuk menyelesaikannya juga semakin berat. Beragam ajaran dan 

situasi yang ada menyebabkan terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan, 

maka dipahami perlu adanya peraturan yang mewadahi perbedaan pendapat dalam 

sebuah unifikasi hukum serta agar dapat memberikan kepastian hukum. Kompilasi 

Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrument hukum Instruksi 

Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 kepada Menteri 

Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I 

tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. 
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Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 

tanggal 22 Juli 1991.5 

Selanjutnya KHI disepakati untuk menjadi pedoman dalam berperkara di 

Pengadilan Agama, yang mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan 

perwakafan, hal ini dimaksudkan agar para hakim di seluruh Indonesia memilki 

pedoman yang seragam dan mempermudah para hakim dalam mendapat rujukan. 

Dengan demikian KHI telah menjadi bentuk unifikasi hukum di Pengadilan 

Agama. 

Hadirnya KHI di tengah tengah umat Islam sebagai pedoman yang 

seragam bagi para hakim untuk mengambil keputusan ternyata menimbulkan 

beberapa masalah baru. Dalam beberapa pasalnya ada beberapa peraturan yang 

merupakan hal baru dalam fikih Islam. Lebih khusus masalah kewarisan Islam di 

Indonesia. Dalam hal ini penyusun mengambil salah satu pasal membahas 

masalah ahli waris pengganti. Dengan memberikan harta warisan kepada cucu 

atau kerabat yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, 

memiliki tujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup ahli waris, 

menyelamatkan keturunan dari kesengsaraan. Hal tersebut dapat ditemukan pada 

pasal 185 dalam huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa: 

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut pada pasal 173. 

b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 
waris yang sederajat dengan yang digantikan.6 

Kedua ayat dalam Pasal tersebut telah mengangkat posisi seseorang yang 

sebelumnya dalam fikih Islam tidak berhak mendapatkan warisan, untuk 

 
5Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum 

Indonesia (Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 1994 M), h. 62. 

6Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, buku II: Hukum Perkawinan, bab III, pasal 

185 



5 

 

 

 
  

kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta 

warisan setelah diangkat untuk menempati kedudukan orang tuanya yang telah 

meninggal terlebih dahulu dari pewaris. 

Ketentuan ini (Pasal 185 KHI) bisa dibilang merupakan pasal yang 

bermasalah dengan beberapa sebab:  

1. Tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan 

diperoleh bagi seorang ahli waris yang menggantikannya, misalnya dalam hal 

hajb mahjūb (halang menghalangi).7 

2. Tidak menjelaskan bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris 

yang digantikan. Pasal tersebut juga tidak menegaskan apakah ketentuan itu 

berlaku hanya pada ahli waris garis lurus ke bawah (bunuwwah), atau berlaku pula 

pada ahli waris garis lurus ke atas (ubuwwah), atau berlaku juga pada ahli waris 

garis ke samping (ukhuwwah).8  

3. Ketentuan ini menjadikan pasal tersebut bersifat fleksibel, artinya 

setiap ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, 

kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh anaknya9 baik itu cucu dari jalur 

anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan dan akan merubah statusnya dari 

żawi al-arḥam menjadi żawi al-furūḍ.  

Ilmu Faraid tidak mengenal konsep penggantian posisi ahli waris oleh ahli 

waris yang lain, karena berlaku prinsip bahwa ahli waris yang lebih dekat 

 
7Barhamuddin, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam”, 

Jurnal Solusi 15, no. 3, (September 2017): h.301. 

88Barhamuddin, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam”, 

h.301. 

9 Yusuf Somawinata, Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 

Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang, (Cet.I; Serang: FTK 

Banten Press, 2014), h. 93-94. 
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kekerabatannya dengan pewaris menghalangi ahli waris yang lebih jauh dari 

menerima warisan.10 

Patut diduga, bahwa konsep ahli waris pengganti bukanlah berasal dari 

ajaran islam. Tetapi muncul sebagai akibat dari –salah satunya– pengaruh hukum 

kolonial (BW) (Burgerlijk Wetboek) yang berlaku di Indonesia.11 Sistem 

pembagian harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan BW, dikenal dua golongan ahli waris, yaitu: 

ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofed) dan ahli waris 

berdasarkan penggantian (bij plaatsvervulling). Yang disebut terakhir ini diatur 

dalam pasal 841 sampai pasal 848 BW. Dalam pasal 841 disebutkan bahwa 

“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk 
bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang 
digantikannya.”12 

Materi dalam pasal 185 KHI dinila oleh penulis dan juga banyak kalangan 

terutama dari kalangan pembelajar agama dan akademisis sebagai pasal yang 

bermasalah dan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena 

itulah penulis meyusun skripsi ini sebagai kritikan disertai dengan argumen atas 

kritikan tersebut, penulis mengambil judul: “STUDI KRITIS TERHADAP 

KEWARISAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PASAL 

185 KOMPILASI HUKUM ISLAM”. 

 

 

 
10 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Cet.I; Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 1990), h. 44. 

11 Diana zuhroh, “Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim 

Pengadilan Agama”, Jurnal Al-Ahkam 27, no. 1, (April 2017): h. 45. 

12 Hajar M, “Asal Usul Ahli Waris Pengganti dan Implementasi Ahli Waris Pengganti 

Perspektif Hukum Islam”, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 50 No.1 (Juni 2016): h.  

56. 
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B. Rumusan Masalah 

Salah satu pokok permasalahan dari pasal 185 KHI tentang ahli waris 

pengganti yaitu banyak kaidah kewarisan yang sifatnya qaṭ’ī justru dilanggar pada 

materi pasal tersebut. Terlebih lagi kalimat dalam materi pasal tersebut yang tidak 

jelas dan multi tafsir. Dari uraian tersebut, maka masalah yang perlu diteliti lebih 

lanjut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam fikih dan 

KHI ? 

2. Bagaimana metode istinbāṭ pada kewarisan ahli waris pengganti dalam 

pasal 185 KHI ? 

C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik 

yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Studi Kritis Terhadap 

Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi 

Hukum Islam, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang 

terdapat pada judul penelitian ini, antara lain: 

1. Studi Kritis 

Kata studi mempunyai pengertian: pelajaran, yaitu penggunaan waktu dan 

pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.13 Sedangkan kata kritis berarti 

berusaha menemukan kelebihan dan kekurangan14 atau bersifat tidak lekas 

percaya, bersifat selalu berusaha menganalisa sesuatu dengan tajam. Dengan 

 
13W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 

2008 M) h. 965. 

14W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 527. 
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demikian studi kritis dapat diartikan sebagai penyelidikan yang dilakukan untuk 

menemukan kelebihan dan kekurangan atas suatu peristiwa atau kejadian. 

2. Kewarisan  

Kewarisan atau waris yaitu berasal dari kata bahasa arab yaitu َّّيرَِثُّّّّ–وَرَث
اَثُّ  yang berarti warisan atau harta warisan15, secara istilah berarti –ّّت َّوّ رِّيّ ثُّ-ّّال مِيْ 

berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli 

warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), atau 

tanah, atau apa saja yang berupa hak milik syar’i.16الميْاث   dalam bahasa Arab 

adalah bentuk maṡdar. Dari kata ini, salah satu nama Allah swt. adalah yang 

artinya yang abadi setelah kehancuran seluruh ciptaan-Nya (fiqih hibah dan 

waris).17 Ilmu Mawarīṡ adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui siapa yang 

menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak 

menerima warisan, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.18 

3. Cucu 

Cucu atau anak cucu yaitu anak dari anak; keturunan ketiga19 

4. Ahli waris Pengganti 

Ahli waris dalam bahasa arab berarti (الوارث) yang berarti penerima 

warisan.20 Sedangkan ahli waris penggganti adalah ahli waris karena penggantian 

 
15Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia, (Cet II; Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997). h.1551. 

16Muhammad Ali al-Ṡabūnī, al-Mawāriṡ Fī al-Syarīa’ti al-Islāmiyati Fi Daui al-Kitabi 

Wa al-Sunnati, (Cet III; Beirut-lebanon: Al-Maktabah Al-Aṣriyah, 1429 H/ 2008 M), h.33-34. 

17Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, h. 1634. 

18Muhammad bin Ahmad Arafah al-Dasūqī al-Mālikī, al-Syarhu al-Kabīr al-Dardaīn bi 

hāsyiyati al-dasūqī, Juz  4 (t.t.p.: Dāru al-Fikr, t.th.), h. 406. 

19Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia  (Cet. 

III; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M) h. 293. 

20Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia. h.1551. 
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yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak 

mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga dia tampil 

menggantikannya.21 

5. KHI / Kompilasi Hukum Islam 

Kata “kompilasi” berasal dari bahasa latin, yaitu compilatic yang berarti 

mengumpulkan bersama-sama,22 kata kompilasi juga ditemukan dalam bahasa 

Inggris compilation23 yang berarti himpunan atau kompilasi, dan selanjutnya 

diserap ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan langsung dari 

bahasa Inggris dan Belanda yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur.24 

Dan apabila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai 

himpunan materi hukum dalam satu buku. Istilah ini kemudian digunakan dalam 

bahasa Indonesia, kompilasi sebagai terjemahan langsung dari bahasa tersebut. 

Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka 

pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu 

buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis 

dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-

pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan25 yang 

selanjutnya menjadi acuan bagi para hakim di peradilan agama untuk mengambil 

sebuah keputusan yang terdiri dari tiga buku utama (hukum perkawinan, 

kewarisan dan perwakafan) dan 229 pasal. 

 
21Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, “Hukum Kewarisan Cucu Di Negara Mayoritas Islam 

Dan Analisis Pasal 185 Khi Di Indonesia”, Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no.1 (2017): h.120. 

22Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan 

Agama (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2011 M), h.1. 

23Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXIII; Jakarta: PT. 

Gramedia, 1996), h. 132. 

24Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II (Cet. 

I; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 516. 

25 Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal 

Studia Islamika 12, no. 1 (2015): h.288.   
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pokok kajian yang membahas kewarisan cucu sebagai ahli 

waris pengganti, maka penulis mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi 

yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini yang tentunya menjadi sumber yang 

sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. 

Setelah mengamati beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku 

maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti 

1. Referensi Penelitian  

a. Kitab al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah Fī al-Mabāhiorang al-Farḍiyah. karya Ṣāliḥ 

Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, Kitab ini memiliki keistimewaan diantaranya 

membahas tentang masalah-masalah faraid secara umum dan terperinci. 

Kitab ini juga mencakup perbedaan pendapat ulama serta termaksud 

didalamnya membahas tentang masalah ḥajb dan maḥjūb yang menjadi inti 

pembahasan dalam permasalahan ahli waris pengganti, karena dugaan bahwa 

ahli waris pengganti melanggar kaidah ḥajb dan maḥjūb. 

b. Kitab al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū karya Wahbah al-Zuhailī, 

keistimewahan kitab ini diantaranya memiliki sistematika penulisan yang 

mudah dipahami, juga membahas prinsip-prinsip umum kewarisan. Penulis 

buku menempatkan pembahasan ḥajb dan maḥjūb pada jili 10 dengan 

membagi ḥajb menjadi dua bagian, yaitu ḥajb al-awṣāf dan ḥajb al-asykhāṣ. 

Kemudian membagi lagi ḥajb al-asykhāṣ menjadi dua bagian, yaitu ḥajb al-

ḥirmān dan ḥajb al-nuqṣān. Dalam hal ini penulis hanya mengambil 

pembahasan ḥajb al-ḥirmān disebabkan kaitannya dengan pembahasan ahli 

waris pengganti. 

c. Buku Hukum Waris karya Dra. Amal Hayati, M.Hum., Rizki Muhammad 

Haris, S.H.I.. Buku ini membahas secara panjang lebar dan jelas mengenai 
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ilmu warisan, yang memuat secara rinci ketentuan-ketentuan waris sesuai 

dengan al-Qur’an dan hadis serta aturan-aturan kewarisan sesuai dengan 

hukum perdata serta Kompilasi Hukum Islam, kemudian diakhir buku, 

penulis menyisipkan pembahsan ahli waris pengganti dengan pembahasan 

dimulai dari sejarah hingga metode ijtihad permus KHI dalam merumuskan 

pasal ahli waris pengganti. 

2. Penelitian Terdahulu 

a. Jurnal Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim 

Pengadilan Agama yang disusun oleh Diana zuhroh tahun 2017. Penulis 

menganalisis enam buah putusan hakim yang diambil dari Pengadilan Agama 

dari berbagai daerah mengenai kewarisan dan ahli waris penganti dan 

menemukan kerancuan makna ahli waris dalam pasal 174 huruf (c) sehingga 

mengakibatkan terjadinya perbedaan pada beberapa keputusan. Adapun 

penelitian ini, penulis akan membahas tentang konsep ahli waris pengganti 

dalam KHI dan perbandingannya dengan fikih. 

b. Jurnal Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam 

Sisterm Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi 

Hukum Islam yang disusun oleh Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti 

tahun 2019 dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami hak dan 

kedudukan cucu dalam sistem penggantian tempat ahli waris dalam Hukum 

Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui dan 

memahami perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti 

dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun tulisan ini 

bertujuan untuk mengetahui latar belakang pendapat dan metode istinbāṭ yang 

digunakan oleh para perumus KHI dalam menetapkan ahli waris pengganti 

pada pasal 185. 
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c. Jurnal Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi 

Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia) yang 

disusun oleh Hajar M. Penulis mekomparasikan antara kewarisan cucu 

sebagai ahli waris pengganti dalam KHI dan kewarisan cucu dengan wasiat 

wajibah dalam Enakmen Wasiat Orang Islam di Selangor, Malaysia. 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkompromikan antara KHI 

dengan fikih Islam. 

d. Jurnal Hukum Kewarisan Cucu Di Negara Mayoritas Islam Dan Analisis 

Pasal 185 Khi Di Indonesia yang disusun oleh  Wa Dazriani dan Akhmad 

Khisni tahun 2017. Dalam jurnal ini penulis menerangkan konsep wasiat 

wajibah di Negara-negara mayoritas muslim seperti Mesir, Suriah, 

Yordanian, Malaysia Dll. Penulis juga menerangkan konsep mashlahat 

perumusan pasal 185 KHI. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan 

mengkompromikan antara KHI dengan fikih Islam. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adah penelitian yang bersifat pustaka 

(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil peneltian 

terdahulu.26  Dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang penyusun teliti. 

Bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif 

adalah dengan memaparkan data pustaka berupa buku-buku dan literatur tertulis 

 
26M. Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Statistik (t.Cet; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006), h. 5. 
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lainnya sebagai sumber datanya yang ada di perpustakaan.27 Sedangkan kualitatif 

adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.28 

2. Metode Pendekatan 

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Teologis Normatif. Pendekatan teologis normatif, dalam 

pendekatan ini Islam dipandang sebagai agama wahyu dan ditempatkan 

sebagai sentral ajaran.29 Dalam hal ini peneliti menelusuri dalil-dalil dari al-

Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang relevan dengan judul yang 

diteliti. 

b. Pendekatan Analisis Kritis dengan menuturkan, menganalisa dan 

mengklasifikasikan pendapat para ulama fikih dan perumus KHI tentang ahli 

waris engganti, dengan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta yang akan diteliti.30 

3. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber 

rujukan peneliti yaitu meliputi: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, 

dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer yang digunakan dalam 

 
27Sutrisno Hadi, Metodologi research (t.Cet; Yogyakarta: Andi Offset, 1990 M), h.9. 

28Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (t.Cet; Bandung: Rezja Rosdakarya, 2004 

M) h. 3. 

29Mu'arif, Monotisme Samawi Autentik (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2018), h. 21. 

30Yaya Suryana dan Tedi Priyatna, Metode Penelitian Pendidikan (Cet.I; Bandung: 

Sahifa, 2008), h. 71.  
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pembahasan ini adalah Alquran, hadis, kitab Al-Taḥqīqātu al-Marḍiyyah fi al-

Mabāḥiṡ al- Farḍiyya karya Ṣaleḥ bin Faūzan bin Abdillah al-Faūzan dan 

Kompilasi Hukum Islam 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang membantu data primer atau data 

lain yang mendukung masalah penelitian.31 Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab ushul fiqih, tafsir, dan fikih 

baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal ilmiah yang membahas tentang 

kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi 

kepustakaan atau library research. Dalam studi kepustakaan, dikumpulkan data 

data atau teori-teori serta pedoman dari buku-buku yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.32 Awalnya, penulis mengumpulkan buku-buku, dokumen-

dokumen, serta data-data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Kemudian, 

penulis menerjemahkan data-data yang perlu diterjemahkan, serta menelaah dan 

mengkaji sumber-sumber yang telah terkumpul. Terakhir, penulis memilih dari 

sumber yang telah dikaji mengenai apa-apa saja yang relevan dengan topik 

penelitian. 

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian 

diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

 
31Iqbal Hasan, Metodologi Peneltian dan Aplikasinya (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), h. 82. 

32Yaya Suryana dan Tedi Priyatna, Metode Penelitian Pendidikan, h. 71. 
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a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan 

dengan pembahasan. 

b. Selesksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul 

untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi yang kemudian 

diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logi sehingga mudah dipahami. 

d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

pembahasan berdasarkan urutan masalah. 

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis. Untuk itu, analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data 

dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan 

efektif, sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis. Ada beberapa metode 

yang digunakan dalam analisis data, diantaranya sebagai berikut: 

a. Mereduksi data 

Mereduksi data yaitu merangkum, memilah-milah hal-hal yang pokok. 

Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.33Yaitu mencari 

kefokusan pada pembahasan tentang ahli waris pengganti, kemudian setelah 

diadakan perangkuman data, maka penyusun mengedit semua data yang telah 

terkumpul dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya. 

b. Kategorisasi 

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-

bagian yang memiliki kesamaan. Setelah itu setiap kategori diberi label sehingga 

saling berkaitan dengan judul.34 

 
33Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D (t.Cet; Bandung: alfabeta, 2008 

M), h. 247. 

34Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 288. 
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c. Analisis 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga 

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.35 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berfikir menggunakan metode 

deduktif, yaitu bahwa pembahasan dimulai dengan mengemukakan teori-teori 

dalil-dalil, kaidah-kaidah kias yang bersifat umum dan kemudian diakhiri dengan 

kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kritikan terhadap konsep ahli waris 

pengganti. 

d. Verifikasi atau Kesimpulan 

Verifikasi atau kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis 

data. Pada bagian ini penyusun mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, perbedaan. Penarikan 

kesimpulan biasa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan 

dari subjek peneltian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasal 

dalam penelitian tersebut. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini (the goal of the research) untuk 

mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang: 

a. Tinjauan fikih dan KHI tentang kewarisan cucu sebagai Ahli Waris 

Pengganti 

b. Perbandingan konsep ahli waris pengganti menurut fikih dan KHI 

 
35V. Wiratna Sujarweni, Metodologi penelitian (t.Cet; Yogyakarta: Pustaka baru press, 

2014), h. 34. 
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c. Metode istinbāṭ yang digunakan para perumus KHI dalam 

merumuskan pasal 185 tentang kewarisan cucu sebagai ahli waris 

pengganti 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran berupa perbendaharaan dalam bentuk 

konsep-konsep pemikiran, dan metodologis dalam upaya mereformulasi hukum 

Islam, khususnya yang berkenan dengan masalah kewarisan, juga sebagai bahan 

informasi dan pemahaman bagi yang ingin mendalami metode-metode istinbāṭ 

hukum Islam. Maupun bagi yang tergerak untuk mengkaji lebih dalam tentang 

konsep waris dalam Islam. Dan juga membahas pemikiran Hazairin karena ia 

selain dipandang sebagai salah seorang sarjana hukum juga pemerhati masalah-

masalah hokum Islam yang intens untuk melakukan reformulasi tentang fikih 

yang bercorak ke-Indonesiaan. Yang terakhir Sebagai pengembangan dan 

pembinaan Hukum Nasional terutama yang terkait dengan materi hukum 

kewarisan Kompilasi Hukum Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau 

belum mengetahui bagaimana status kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti 

menurut fikih mawārīṡ. 

G. Kerangka Isi Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 
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C. Pengertian Judul 

D. Kajian Pustaka 

E. Metodologi Penelitian 

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM 

A. Pengertian  Kompilasi Hukum Islam 

B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam 

C. Corak Fikih Kompilasi Hukum Islam 

D. Tujuan Penyusunan KHI 

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI 

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti 

B. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti 

C. Bagian dari Ahli Waris Pengganti 

D. Sebab-sebab yang  Menghalangi  Menjadi  Ahli  Waris Pengganti 

BAB IV: STUDI KRITIS TERHADAP KEWARISAN CUCU SEBAGAI 

AHLI WARIS PENGGANTI 

A. Kewarisan cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam fikih dan KHI 

B. Metode istinbāṭ pada kewarisan ahli waris pengganti dalam pasal 185 

KHI 

BAB V: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran dan Implikasi Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam 

Untuk memperoleh pemahaman yang sempurna dan mendalam tentang 

Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu perlu memahami arti kata 

kompilasi. Penjelasan ini sangat dibutuhkan mengingat masih banyak kalangan 

yang tidak memahami secara jelas arti kata kompilasi. 

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin compilatic yang bermakna 

mengumpulkan bersama-sama.36 Dalam bahasa Inggris ditulis "compilation" yang 

bermakna himpunan undang-undang37 dan dalam bahasa Belanda ditulis 

"compilatie" yang bermakna kumpulan dari lain-lain karangan.38 Dalam KBBI, 

Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar 

informasi, karangan dan sebagainya).39  

Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama, 

sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. 

Kedua, kompilasi diartikan sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang 

berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan 

tertentu.40 Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan 

pengumpulan dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persolan 

 
36Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan 

Agama, h.1. 

37Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, h. 132. 

38S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Cet. II; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1992), h. 123. 

39Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. I; Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), h. 584. 

40Moh. Koesnoe, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, 

Jurnal Varia Peradilan 9, no. 122 (1995): h. 147. 
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tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa 

sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari 

kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih 

mudah.41 

Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka 

pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu 

buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis 

dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-

pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan42 yang 

selanjutnya menjadi acuan bagi para hakim di peradilan agama untuk mengambil 

sebuah keputusan yang terdiri dari tiga buku utama (hukum perkawinan, 

kewarisan dan perwakafan) dan 229 pasal. 

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama 

sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat 

Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 

tentang pelaksanaan peraturan permerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur 

tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar‟iyah di luar pulau 

Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut 

lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan 

rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna 

kehidupan masyarakat Indonesia.43 

 
41Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Akademika 

Pressindo, 1992), h. 11. 

42 Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal 

Studia Islamika 12, no. 1: h.288. 

43 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum 

Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 61. 
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Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan 

hukum dari berbagai kitab fikih yang mu'tamad (dapat dipertanggung jawabkan 

dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam 

memutus perkara, maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai 

rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, 

dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan 

kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-

undangan.44 

B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam 

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, 

karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang memeriksa, 

mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan 

dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya 

Secara faktual Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1882. Namun 

dalam mengambil putusan untuk suatu perkara, tampak jelas para hakim 

Pengadilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama 

karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih 

tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk kasus yang sama 

ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan45 

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam, terjadi perubahan penting 

dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan 

disyahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,yang diajukan oleh 

 
44M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-

sumber Hukum Islam", Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, no. 4 (1991), h. 15-16 

45 Bustanul Arifin, Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam 

Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani Press, 1996), h. 10-11. 
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Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. Diantara isinya sebagai 

berikut: 

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri. Kedudukanya benar 

benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilam 

militer, dan peradilan tata usaha negara.  

2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama 

dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara 

peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian 

hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama. 

3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain: 

memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela 

kepentingannya di peradilan agama. 

4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum 

Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan 

hukum nasional melalui yurisprudensi. 

5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman (1970). 

6. Terselengaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara 

yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk undang 

undang Peradilam Agama.46 

Namun keberhasilan umat Islam (Menteri Agama dan Ulama) dalam 

menjadikan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 

1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum 

Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang 

 
46Muhammad Daud Ali, Hukum Islam di Indonesia, (Cet I; Bandung: Rosadakarya,1991), 

h. 84. 
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berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan 

keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.  

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. 

Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam 

memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi’i. Akan tetapi tetap saja 

menimbulkan persoalan, yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.47 

Berangkat dari kekhawatiran ini, keinginan untuk meyusun kitab hukum 

Islam dalam bentuk kompilasi semakin mendesak. Penyusunan kitab kompilasi ini 

bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan 

hukum peradilan agama di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan 

terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum 

Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut. 

Munawir Sjadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia 

berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia 

sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standar yang dapat dijadikan rujukan 

yang sama seperti halnya KHUP. Ini berakibat jika hakim agama menghadapi 

kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu 

standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis, kasus yang sama dapat 

melahirkan keputusan yang berbeda jika di tangan hakim yang berbeda.48 

KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan 

agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara 

peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan 

tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga bebeda-beda. Hal ini 

 
47Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di 

Indonesia”, Jurnal Ajudikasi, no.2 (2012), h. 40. 

48Munawir Sjadzali, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum 

Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 2. 
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disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama 

dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning. 

Memang ada sebuah istilah different djude different statement (lain hakim lain 

putusannya), namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali 

perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan 

agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama 

no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab 

kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab terssebut 

antara lain sebagai berikut : 

1. Al-Bajuri; 

2. Fathul Mu’in; 

3. Asy-Syarkawi ‘ala at-Tahrir; 

4. Al-Qalyubi/al-Mahalli; 

5. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh; 

6. At-Tuhfah; 

7. Targhib al-Musytaq; 

8. Al-Qawanin     asy-Syar’iyyah  li Sayyid bin Yahya; 

9. Al-Qawanin     asy-Syar’iyyah  li Sayyid Shadaqoh Dachlan; 

10. Asy-Syamsuri fi al-Faraid; 

11. Bughyah al-Mustarsyidin; 

12. Al-Fiqh  ‘ala  al-Madzahib    al-Arba’ah; 

13. Al-Mughni al-Muhtaj. 

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana 

proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan No.25 

tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk 
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membentuk KHI maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada 

Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu: 

1. Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal. 

2. Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan 

3. Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal. 

Sampai saat ini, KHI hanya merupakan Inpres Presiden, dan tidak 

termasuk dalam bagian hirearki perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena 

itu, apabila KHI ingin diberlakukan secara penuh di Indonesia, terutama menjadi 

rujukan hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara, maka KHI harus 

ditingkatkan statusnya dari Instruksi Presiden menjadi undang undang. Sebelum 

meningkatkan status KHI dalam menjadi undang-undang dalam hirearki 

perundang-undangan di Indonesia, maka KHI juga harus dievaluasi, sehingga 

beberapa pasal yang terdapat dalam KHI yang dianggap sudah tidak relevan lagi 

dengan kondisi sosial saat ini harus direvisi dan diperbaharui. Karena selain KHI 

dapat memberikan jawaban dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum Islam 

di Indonesia, maka KHI juga harus bersifat responsif dan preventif terhadap 

masalah-masalah yang mungkin terjadi dikemudian hari.49 

C. Corak Fikih Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama. 

Kehadiran KHI merupakan jawaban atas kebutuhan kesesuaian hukum Islam 

dengan keadaan yang ada di tengah masyarakat. Itu adalah gambaran ideal 

keberadaan KHI dalam pandangan hukum Islam.50 Formulasi hukum tambahan 

 
49Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di 

Indonesia”, h. 40. 

50 Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Hunafa 

Jurnal Studi Islamika, no.1 (2015), h. 303. 
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sebagai penjelas hukum Islam yang ada dalam al-Quran dan hadis menjadi sebuah 

keniscayaan karena pada dasarnya dalam kedua sumber hukum tersebut masih 

terdapat ketentuan-ketentuan yang masih umum sehingga diperlukan penjelasan 

yang lebih detail maupun penambahan pembahasan dan penjelasan mengenai 

masalah-masalah yang belum diatur dalam kedua sumber hukum tersebut. Namun 

di sisi lain pada kenyataannya KHI hadir lebih cenderung karena kebutuhan 

landasan hukum bagi Lembaga peradilan Agama di Indonesia. Hal itu dikuatkan 

dengan realita bahwa pada saat itu lembaga Peradilan Agama memang sedang 

membutuhkan payung legalitas operasionalnya. Untuk itu kemudian dibentuklah 

tim yang bertugas untuk membahas rumusan hukum yang menjadi landasan 

operasional Peradilan Agama. 

Penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur.51 Jalur pertama telaah 

38 kitab fikhi dari berbagai mazhab mencakup 160 masalah hukum keluarga. 

Telaah kitab fikhi itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN. Alasan dijadikannya 

kitab kitab karya ulama (kitab kuning) sebagai rujukan utama dalam penyusunan 

KHI lebih dikarenakan fenomena perbedaan ulama dalam menyelesaikan kasus-

kasus perdata Islam yang lebih mendasarkan pada kitab kuning. Sehingga dengan 

adanya penyatuan pendapat ulama dalam rangka membentuk hukum Islam di 

Indonesia tersebut diharapkan dapat menjadi media penyatuan pendapat ulama 

mengenai sumber pijakan pemutusan masalah perdata Islam.52 

Jalur Kedua wawancara, dengan melakukan wawancara kepada para ulama 

diseluruh Indonesia berjumlah 181 Ulama yang tersebar di 10 lokasi PTA. 

Adapun lokasinya antara lain : Banda Aceh dengan 20 orang ulama, Medan 

 
51Cik Hasan Basri, Kompilasi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional : KHI dan 

peradilan agama dalam sistem hukum nasional, (Cet. II; Jakarta: Logos, 1999), h. 8. 

52Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural, (Cet. I; Jakarta: 

Lantabora Press, 2004), h. 120. 
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dengan 19 orang ulama, Ujung Pandang dengan 19 orang ulama, Palembang 

dengan 20 orang ulama, Padang dengan 20 orang ulama, Jawa Tengah dengan 18 

orang ulama, Jawa Barat dengan 16 orang ulama, Jawa Timur dengan 18 orang 

ulama, Mataram dengan 20 orang ulama dan Banjar masin dengan 15 orang 

ulama.53 

Jalur ketiga telaah produk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama 

yang terhimpun 16 buku. Ia terdiri atas 4 jenis yakni, himpunan putusan PTA, 

Yurisprudensi Pengadilan Agama. 

Kemudian jalur keempat, kajian perbandingan yang berlaku di maroko, 

Mesir dan Turki. 

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu 

pada sember hukum Islam yakni al-Quran dan Sunnah Rasul, dan secara hirarki 

mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Disamping itu para 

perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta 

memperhatikan tatanan hukum baarat tertulis dan tatanan hukum Adat, yang 

memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan hal itu, dalam 

beberapa hal maka terjadi modifikasi kedalam tatanan hukum lainnya itu kedalam 

KHI. Dengan demikian KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang 

khas di Indonesia. Atau dengan perkatan lain KHI merupakan wujud hukum Islam 

yang bercorak ke Indonesiaan.54 

 
53Amin Husein Nasution, Hukum kewarisan : suatu analisis komparatif pemikiran 

mujtahid dan kompilasi hukum Islam, (Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25. 

54Cik Hasan Basri, Kompilasi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional : KHI dan 

peradilan agama dalam sistem hukum nasional, h. 9. 
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D. Tujuan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Tujuan utama penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan 

hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus 

dan sistematik dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak 

dicapai dan dituju, yaitu: 

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama 

Salah satu dari tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan 

fungsi peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Undang Undang Dasar 

1945 juncto Pasal 10 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 dan Undang Undang 

Nomor 7 tahun 1989 adalah adanya sarana hukum sebagai rujukan. Kebutuhan 

terhadap hukum positif dan unifikatif tentang perkawinan, kewarisan dan 

perwakafan bagi umat Islam diperlukan oleh semua jajaran Depatemen Agama 

dan instansi pemerintah yang lapangan tugasnya berkaitan dengan ketiga hal 

tersebut.  

Sebelum kehadiran Kompilasi Hukum Islam, rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perkawinan, kewarisan dan 

perwakafan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqih dan masing-masing kitab 

fiqih tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai permasalahan yang 

sama. Sehingga tidak aneh apabila dalam menangani satu kasus yang serupa akan 

lahir putusan yang berbeda, disebabkan perbedaan pengambilan rujukan. 

Akibatnya tidak ada kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan. Satu-satunya 

untuk mengakhiri ketidak pastian tersebut diperlukan jalan pintas yang efektif, 

tetapi memenuhi persyaratan legalistik formal, meskipun tidak maksimal dalam 
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bentuk undang-undang dan akhirnya jalan pintas yang sederhana berupa 

Kompilasi Hukum Islam.55 

2. Menyamakan persepsi penerapan hukum  

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai tata 

hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Bahasa dan nilai 

nilai hukum yang dipertarungkan di forum Pengadilan Agama oleh masyarakat 

pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan 

oleh para hakim di seluruh Indonesia.  

Bagi para hakim, tujuan Kompilasi Hukum Islam bukan berarti mematikan 

kebebasan dan kemerdekaan, akan tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam 

sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan yang 

berbeda dalam masalah yang sama. Begitu pula bagi pencari keadilan pada setiap 

kesempatan yang diberikan untuk membela dan mempertahankan hak dan 

kepentingannya dalam proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah 

Kompilasi Hukum Islam dan apalagi mengajukan dalih karena ada ikhtilaf.56 

3. Mempercepat proses taqrīb baina al-ummah 

Dengan adanya KHI, diharapkan sebagai jembatan untuk memperkecil 

pertentangan dan perbedaan pendapat, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang 

menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat disatukan 

pemahaman yang sama.57 

4. Menyingkirkan paham private affair (urusan pribadi) 

 
55M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 

Tahun 1989, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23. 

56M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 

Tahun 1989, h. 24-25.  

57M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 

Tahun 1989, h. 26. 
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Kompilasi disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum 

Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam 

harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya, tidak lagi diserahkan 

atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan 

instansi Negara, sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 

Tahun 1989, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 27. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI 

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti 

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan 

plaatsvervulling. Penggantian kedudukan disebut juga dengan penggantian ahli 

waris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan menyisakan cucu, dengan sebab 

meningalnya orang tuanya terlebih dahulu.59 Untuk memperoleh warisan dari 

kakek ataupun neneknya, seorang cucu memungkinkan untuk menduduki tempat 

orang tuanya yang telah meninggal. Jika orang tuanya masih hidup, perolehan 

yang berhak diterima cucu adalah sejumlah perolehan yang diterima orang tuanya. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris 

pengganti tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 185 

yang berbunyi: 

1. Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam pasal 173 
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris 
sederajat yang digantikan.60 

Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya 

telah terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: “Ahli waris 

yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat 

digantikan oleh anaknya”. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik 

tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna 

bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke 

bawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan 

 
59Effendi Perangin, Hukum Waris, (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14. 

60Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, 

Pasal 185. 
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menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan 

kata “anaknya”. Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal nakirah yang 

bermakna umum atau mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas pada ahli waris 

tertentu. Dengan demikian, maka kata “anaknya” memberi pengertian semua anak 

dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.61 

Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya 

pembatasan keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan 

berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu 

meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti. 

B. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti 

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al-Qur’an dan 

juga dalam hadis, diantaranya dalam firman Allah: 

نَصِيبّ  لِدَانِّٱلّّتَ رَكَّّّمِّ َّاّّل لِر جَِالِّ لِدَانِّٱلّ ّّتَ رَكَّّّمِّ َّاّّنَصِيبّ ّّءِّوَللِنِ سَاّّقربَوُنَّوَٱل َّّّوََٰ مَّّاّّّّقربَوُنَّوَٱل َّّّوََٰ
   ٧ مَّفرُوضاّباّ نَصِيّ ّۚ  كَثُ رَّّّأَوّ ّهُّقَلَّّمِنّ 

Terjemahnya: 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian 
yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa (4) : 7)62 

Ayat diatas merupakan aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para 

ahli waris baik pria maupun wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris 

yang wafat,  berdasarkan ketetapan Allah Swt.63 Mengenai masalah peninggalan 

 
61Pengadilan Agama Kotabumi, “Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam 

Perspektif Madzhab Nasional”, Situs Resmi PA Kotabumi. https://pa-kotabumi.go.id/profil-

pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html ( 

17 Agustus 2021). 

62Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, h. 112. 

63M. Ali Hasan, Hukum Warisan Islam, (Cet I; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 32. 

https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html
https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html
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si pewaris yang berupa harta bendanya atau miliknya, maka dapat diwariskan 

kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.64 

Kemudian hadis Rasulullah Saw. Tentang warisan : 

65ّمنّتركّحقاّأوّمالاّفهوّلورثتهّبعدّموتهّ
Artinya: 

“Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak 
atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian.” (H.R. 
Bukhari) 

Terjadinya waris mewarisi dalam hukum kewarisan Islam itu ada tiga 

sebab, yaitu karena perkawinan, hubungan kekerabatan, dan karena walā (budak 

yang dimerdekakan).66 

1. Perkawinan 

Karena perkawinan yang sah meninbulkan hubungan kewarisan, jika 

seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta 

suaminya. Demikian juga jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya 

mewarisi harta istrinya. 

2. Kekerabatan 

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan 

famili, hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak waris jika salah satu 

meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orang tuanya atau antara saudara 

dengan saudara kandungnya. 

3. Walā (hubungan hukmiah) 

Walā adalah suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum islam,67 karena 

majikan/ tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan 

 
64M. Ali Hasan, Hukum Warisan Islam, h. 35. 

65Ibnu Ḥajr al-Asqalanī, Fathu al-Bārī Syaraḥ Saḥiḥ Bukhārī, Juz 12, (Kairo: Dār al-

Rayyān li al-Turāṡ 1407 H / 1986 M), h. 11. 

66Toto Suryana, dkk, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, (Bandung: Tiga 

Mutiara, 1997), h. 144) 
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mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang 

tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut 

walā’ul ‘itqi. Dengan adanya hubungan tersebut seorang bisa menjadi ahli waris 

dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan 

tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan 

maupun perkawinan, akan tetapi masa kini walā di Indonesia tidak ada/ tidak 

berlaku. 

Mengenai ahli waris pengganti, landasan hukumnya tidak lepas dari pokok 

– pokok permasalahan yaitu mengenai hukum ahli waris pengganti. Dan untuk 

sampai pada kedudukan ahli waris pengganti, maka perlu melihat mengenai 

hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia yang sampai saat ini masih 

bersifat unifikasi hukum. Atas dasar hukum waris yang masih pluralistik, 

akibatnya sampai sekarang ini pengaturan warisan di Indonesia masih belum 

terdapat keseragaman.68 Bentuk sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan 

bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada 

masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. 

Di Indonesia secara umum setidaknya dikenal tiga macam sistem hukum 

keturunan,69 yaitu: sistem Patrilineal / sifat kebapakan,70 sistem bilateral atau 

parental/ sifat kebapak-ibuan.71 

 
67Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris dalam Syariat Islam, (Cet. I; Bandung: CV. 

Diponegoro, 1998), h. 47. 

68Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, 

(Cet.II; Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 5. 

69M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi’i dan Wasiat Wajib di 

Mesir, Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam”, Majalah Hukum dan 

Pembangunan, no 2. Thn. XII (Maret 1982): h. 154. 

70Mr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Cet I; Bandung: Vorkink-van 

Hoeve, t.th.), h. 10. 

71Mr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, h. 10. 
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Pluralistiknya hukum waris di Indonesia disebabkan oleh adat istiadat 

masyarakat Indonesia yang bervariatif, serta dilengkapi oleh sistem hukum waris 

Islam, yang bersumber pada al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad. Sistem hukum ini 

cukup dominan pada masyarakat muslim di Indonesia. Kemudian hukum waris 

barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW/Burgelijk 

Wetboek. 

Pembaharuan mengenai konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi 

Hukum Islam tentunya tidak lepas dari pandangan Hazairin yang menyatakan 

konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur’an surat al-Nisā 

(4): 33 

لَِّّنَاجَعَلّوَلِكُل ّ  لِدَانِّٱلّ ّتَ رَكَّّمَّّاّمَوََٰ كَّانَّّّإِنَّّّۚ  بَ هُمنَصِي ّ ّهُمّ اتُ وّ ّ فََّّّأيَََٰنُكُموَٱلَّذِينَّعَقَدَتّّۚ  قرَبوُنَّوَٱل َّّوََٰ ٱللَََّّ
كُّلِ ّشَي  ٣٣اّشَهِيدّ ّءّ عَلَىَٰ

Terjemahnya:  

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak 
dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-
orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah 
kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala 
sesuatu."72 

Di dalam surah al-Nisā ayat 33 tersebut tersirat adanya pokok pikiran 

mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda 

dengan fukaha dan mufassir awal, Hazairin menafsirkan ayat tersebut menjadi: 

"Dan untuk setiap orang, aku (Allah) telah mengadakan mawālī bagi harta 
peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian 
juga harta peninggalan dalam seperjianmu. Karena itu berikanlah bagian-
bagian warisannya."73 

 
72Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, h. 112. 

73Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits, (Cet. I; Jakarta: 

Tintamas, 1964) h. 27. 
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Menurut penafsiran Hazairin di atas, ayat al-Qur’an tersebut mendasari 

adanya ahli waris pengganti. Dimana di dalam ayat tersebut terdapat kata mawālī. 

Maksud dari kata mawālī tersebut adalah ahli waris yang menggantikan seseorang 

untuk memperoleh bagian warisan yang seharusnya diperoleh orang yang akan 

digantikannya tersebut telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Orang yang 

digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris. 

Adapun yang dapat menjadi mawālī yaitu keturunan anak pewaris, keturunan 

saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian 

(misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.74 

Pewaris adalah ayah atau ibu, jika ayah atau ibu meninggal maka yang 

mewarisi adalah anak (jika ada anak), tetapi apabila anak atau salah satu / seorang 

dari anaknya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (ayah atau ibu) maka harta 

warisannya diberikan kepada cucu sebagai mawālī dari anak yang meninggal 

lebih dahulu.75 

Dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini mengacu pada 

pendapatnya hazairin mengenai mawālī (ahli waris pengganti) sebagaimana 

tercantum dalam Alquran surah al-Nisā ayat 33.  

Jadi, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti 

adalah semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari 

pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk 

 
74Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 

1982), h. 80-81. 

75Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli 

Waris Pengganti”, Jurnal Islam Futura 19, no. 1 (2019), h. 77. 
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keturunan ke bawah saja, akan tetapi juga bisa berlaku bagi ahli waris ke 

samping (saudara). 

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris 

pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang 

seharusnya yang diganti. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya 

hazairin, bahwasanya dalam persoalan keutamaan yang telah dirumuskan 

dalam Alquran disebutkan bahwa kedudukan ayah dan anak beserta 

keturunannya harus lebih diutamakan.  

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan laki-

laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan 

kedudukan ayahnya. 

C. Bagian Dari Ahli Waris Pengganti 

Dalam buku ke II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum 

kewarisan, ahli waris dibagi menjadi 3 golongan yaitu ahli waris ẓulfarāid, ahli 

waris ‘aṣabah, dan ahli waris pengganti. Bagian dari ahli waris ẓulfarāid dan 

‘aṣabah diatur dalam pasal 176 dan 182 yang berbunyi:  

Pasal 176  

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua 
orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan 
apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka 
bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 
perempuan.76 

Pasal 182  

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia 
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia 
mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama 
dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, 
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara 
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau 

 
76Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, 

Pasal 176 
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seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara 
perempuan.77 

Adapun bagian ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 ayat 2 yang 

berbunyi:  

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris 
yang sederajat dengan yang diganti.  

Agar lebih mudah dalam menghitung bagian ahli waris pengganti kami 

akan gunakan ilustrasi sebagai berikut:78 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A. Anak laki-laki pertama (sudah meninggal) 

B. Anak perempuan kedua (sudah meninggal) 

C. Anak perempuan ketiga (sudah meninggal) 

D. Anak laki-laki keempat 

E. Anak laki-laki A 

F. Anak perempuan A 

G. Anak laki-laki pertama B 

H. Anak laki-laki kedua B 

I. Anak perempuan C 

 
77Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, 

Pasal 182 
78“Begini Cara Hitung Bagian Ahli Waris Pengganti”, Situs Resmi Hukum Online, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fefa818e9f2b/begini-cara-hitung-bagian-

ahli-waris-pengganti/ (11 Juli 2021). 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fefa818e9f2b/begini-cara-hitung-bagian-ahli-waris-pengganti/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fefa818e9f2b/begini-cara-hitung-bagian-ahli-waris-pengganti/
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Pada dasarnya, yang berhak menjadi ahli waris dari ayah dan ibu yang 

sudah meninggal adalah anak-anaknya, yaitu A, B, C, dan D. Namun, karena A, 

B, dan C sudah meninggal, maka anak-anak  A, B, dan C dapat bertindak 

sebagai ahli waris pengganti. Dengan demikian, yang berhak menjadi ahli waris 

adalah D bersama anak-anak dari A,B, dan C yaitu E,F,G,H, dan I. 

Cara menghitung bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Hitung terlebih dahulu bagian yang seharusnya diperoleh A, B, C , dan 

D jika keempatnya masih hidup. Dikarenakan perbandingan bagian anak laki-laki 

dan perempuan adalah 2 : 1, maka bagian masing-masing yaitu: A = 2, B = 1, C = 

1, dan D = 2. Kemudian, besaran bagian tersebut dijumlahkan sebagai penyebut, 

sehingga masing-masing anak mendapat bagian sebagai berikut:  

A =  
Bagian A

Bagian A + B + C + D
=

2

2 + 1 + 1 + 2
=  

2

6
=  

1

3
 

B =  
Bagian B

Bagian A + B + C + D
=

1

2 + 1 + 1 + 2
=  

1

6
 

C =  
Bagian C

Bagian A + B + C + D
=

1

2 + 1 + 1 + 2
=  

1

6
 

D =  
Bagian D

Bagian A + B + C + D
=

2

2 + 1 + 1 + 2
=  

2

6
=  

1

3
 

2. Kemudian hitung bagian yang didapatkan cucu sebagai ahli waris 

pengganti. Adapun cara menghitung bagiannya adalah sebagai berikut:  

a. Bagian E dan F selaku ahli waris pengganti A 

Karena E adalah laki-laki, sedangkan F adalah perempuan, maka bagian 

masing-masing yaitu: E = 2, dan F = 1. Kemudian, besaran bagian tersebut 

dijumlahkan sebagai penyebut, sehingga masing-masing anak mendapat bagian 

sebagai berikut:  
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E =  
Bagian E

Bagian E + F
=  

2

2 + 1
=

2

3
 

F =  
Bagian F

Bagian E + F
=  

1

2 + 1
=

1

3
 

Selanjutnya kalikan bagian masing-masing dengan bagian yang diperoleh 

A, yakni 1/3. 

E =  
2

3
 X 

1

3
=

2

9
 

F =  
1

3
 X 

1

3
=

1

9
 

Maka, bagian E adalah 2/9, sedangkan F berhak atas 1/9 bagian dari 

harta waris.  

b. Bagian G dan H selaku ahli waris pengganti B 

Karena G dan F adalah laki-laki, maka bagian keduanya sama besar. 

Sehingga masing-masing mendapat 1/2 bagian. Selanjutnya, kalikan bagian 

masing-masing dengan bagian yang diperoleh B, yakni 1/6.  

G =  
1

2
 X 

1

6
=

1

12
 

H =  
1

2
 X 

1

6
=

1

12
 

Maka, bagian masing-masing G dan H adalah 1/12 bagian dari harta 

waris.  

c. Bagian I selaku ahli waris pengganti C 

Khusus untuk I, karena ia menggantikan ibunya seorang diri, maka ia 

berhak mendapat seluruh bagian yang diperoleh C, yaitu 1/6 bagian dari harta 

waris.  

Dengan demikian, maka bagian masing-masing ahli waris yaitu: 

D = 1/3 bagian atau 12/36 bagian; 
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E = 2/9 bagian atau 8/36 bagian; 

F = 1/9 bagian atau 4/36 bagian; 

G = 1/12 bagian atau 3/36 bagian; 

H = 1/12 bagian atau 3/36 bagian; dan 

I = 1/6 bagian atau 6/36 bagian; 

3. Kemudian, tinjau ulang bagian yang diperoleh masing-masing, dan 

pastikan bahwa bagian yang diterima oleh cucu selaku ahli waris pengganti tidak 

lebih besar dari bagian I selaku anak pewaris. Dalam hal ini, karena bagian Anda 

adalah 12/36 bagian dan lebih besar dari bagian ahli waris lainnya sehingga 

pembagian tersebut tidak menyalahi ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI.79 

D. Sebab – Sebab Yang Menghalangi Menjadi Ahli Waris Pengganti 

Penghalang waris adalah sesuatu yang membuat seserang terhalang untuk 

mendapatkan jatah warisan karena ada yang hal dalam dirinya yang itu adalah 

pengahlang waris. Ada 3 hal yang disepakati oleh ulama tentang penghalang 

waris: 

1. Pembunuhan 

Yaitu orang yang terbukti secara nyata atau secara hukum sebagai 

pembunuh pewarisnya, ia tidak mendapatkan jatah warisan. Jumhur Fukaha 

sepakat menetapkan bahwa pembunuhan prinsipnya menjadi penghalang untuk 

mendapatkana harta waris bagi pembunuh terhadap harta warisan orang yang 

dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak mewarisi 

harta warisannya, baik pembunuh itu dilakukan dengan sengaja ataupun tersalah.80 

 
79Begini Cara Hitung Bagian Ahli Waris Pengganti”, Situs Resmi Hukum Online, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fefa818e9f2b/begini-cara-hitung-bagian-

ahli-waris-pengganti/ (11 Agustus 2015). 

80Firdaweri, Fiqh Mawaris, (Iain Raden Intan Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 

2016), h. 79. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fefa818e9f2b/begini-cara-hitung-bagian-ahli-waris-pengganti/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fefa818e9f2b/begini-cara-hitung-bagian-ahli-waris-pengganti/


42 

 

 

 
  

Hal ini berdasarkan hadis ‘Amr bin Syu’aib: 

عنّعمروّبنّشعيبّعنّأبيهّعنّج دهّقال:ّقالّرسولّاللهّصلىاللهّعليهّوسلمّّليسّللقاتلّمنّالميْاثّشيءّ 
 81(6367 )رواهّالنسائيّرقم:

Terjemahnya: 

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, ia mengatakan 
Rasulullah Saw. bersabda: “Pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit 
pun” (HR. al-Nasaī) 

2. Perbedaan agama 

Yang dimaksud dengan perbedaan agama dalam skripsi ini ialah yang 

mewarisi atau yang diwarisi berbeda agama. Yang satunya muslim dan yang 

lainnya kafir. Misalnya agama orang yang akan mewarisi bukan Islam, baik 

agama Nasrani, maupun atheis yang tidak mengakui agama sama sekali. 

Sedangkan agama orang yang akan diwarisi harta peninggalannya adalah 

beragama Islam.82 

ّّ ّأُسَامَةَّب نِّزيَ د  هُمَاّّ–وَعَن  عَن   ُّ لِمُّالَ كَافِرَ,ّوَلَاّيرَِثُّّّّ-رَضِيَّاَللََّّ أَنَّّالَنَّبَِّّصلىّاللهّعليهّوسلمّقاَلَّ:ّلَاّيرَِثُّالَ مُس 
لِمَّ  )638383ّرواهّالبخاريّرقم(الَ كَافِرُّالَ مُس 

Terjemahnya 

Dari Usāmah bin Zaid Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: “Orang muslim 
tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta 
orang muslim.” (H.R Bukhārī) 

3. Perbudakan 

Perbudakan ialah suatu hal yang menjadi penghalang waris-mewarisi, 

berdasakan adanya petunjuk umum dari suatu nash. Allah Swt. berfirman: 

ّرَّزَق  نََٰهُّمِنَّاّرزِ ق اّحَسَن اّفَ هُوَّيُ نّ  ء ّوَمَن  ّشَي  دِرُّعَلَىَٰ ّيَ ق  لُو ك اّلاَّ ّعَب د اّمَّّ ُّمَثَلا  ّّ۞ضَرَبَّٱللََّّ تَ وُۥنََۚ ر اّۖهَل ّيَس  فِقُّمِن هُّسِرًّاّوَجَه 
ثَ رُهُم ّلَاّيَ ع لَمُونَّ ّبَل ّأَك 

َِۚ دُّللََّّ مَ    ٧٥ٱلح 
Terjemahnya: 

 
81Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Nasa'Ī, Sunan Al-Nasaī al-Kubrā, Juz 4 

(Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001M) h. 79. 

82Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Cet. I; Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), h. 95. 

83Ibnu Ḥajr al-Asqalānī, Fathu al-Bārī Syaraḥ saḥīh bukhārī, Juz 12, h. 51. 
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“Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak yang tidak 
dapat bertindak terhadap sesuatupun,”( QS Al-Nahl: 75)84 

Mahfum ayat tersebut adalah budak itu tidak cakap mengurusi hak milik 

kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam hal pusaka-mempusakai terjadi disatu 

pihak melepaskan hak milik kebendaan dan disatu pihak yang lain menerima hak 

milik kebendaan.85 

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailiy dalam kitabnya al-Fiqhu al-islamī wa 

Adillatuhū menyebutkan: 

  .واتفقّالفقهاءّعلىّثلَثةّموانعّللإرث:ّوهيّالرق،ّوالقتل،ّواختلَفّالدين
Terjemahnya : 

Ulama bersepakat tentang 3 hal yang menjadi penghalang waris; 
perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.86 

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan warisan dengan 

status ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:  

a. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris. ia 

harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. 

b. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal, dan tidak dapat 

menggantikan tempat orang yang masih hidup. 

c. Ahli waris penggani haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya 

digantikan. Adapun anak yang dihasilkan di luar pernikahan, maka tidak 

berhak bertindak sebagai pengganti.87 

Adapun dalam Kompilasi Hukum islam pasal 173 tertulis: 

Seorang terhalang menjadi ahli waris dengan putusan hakim yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena: 

 
84Kemetrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, h. 382. 

85Khairuddin dan Zakiul Fuadi, Belajar Praktis Fikih Mawaris (Banda  Aceh: Fakultas 

Syari’ah dan Ekonomi Islam: 2014), h. 30-32. 

86Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 

t.tp.), h.710. https://al-maktaba.org/book/33954/7696 (11 Agustus 2021). 

87Muhammad Amin Hamid, “Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum 

Waris”, Legal Pluralism 4 Nomor 2 (Juli 2014) : h. 185-186. 

https://al-maktaba.org/book/33954/7696
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(1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
melakukan penganiayaan yang berat kepada si pewaris. 

(2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 
si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan 5 tahun 
penjara atau hukuman yang lebih berat.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, 

pasal 173. 
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BAB IV 

STUDI KRITIS KEWARISAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS 

PENGGANTI 

A. Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Fikih dan KHI 

1. Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Fikih 

Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup 

orang yang digantikannya, bukan hanya terbatas dalam hal mewarisi saja. 

Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak diatur secara rinci dalam Al-

Quran sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai 

kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.89 

Menurut fikih terdapat tiga macam ahli waris, yaitu: 

a. Żawi al-Furūḍ, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian yang sudah 

ditentukan dalam al-Qur’an. 

b. ‘Aṣabah, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian sisa dari Żawi al-

Furūḍ, tetapi apabila tidak ada ahli waris żawi al-furūḍ sama sekali, maka mereka 

menerima seluruh harta warisan.  

c. Żawī al-Arḥām, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga 

dengan pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris żawi al-furūḍ dan ‘aṣabah. Ahli 

waris żawī al-arḥām baru mendapat bagian warisan sesudah ahli waris żawi al-

furūḍ dan ‘aṣabah tidak ada, atau bisa mendapat warisan melalui wasiat. 

Dalam menyelesaikan pembagian warisan kepada żawī al-arḥām, para 

imam mujtahid berbeda pendapat, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang 

terjadi di kalangan para sahabat. Dalam hal ini ada dua golongan, sementara Żaid 

 
89Hazar Kusmayanti Dan Lina Krisnayanti, “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli 

Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan 

Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Islam Futura 19, No. 1, (2019): h. 73. 
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bin Ṡābit r.a, Ibnu ’Abbās r.a, Imam Mālik dan Imam al Syāfi’ī (yang menjadi 

rujukan penyusun Kompilasi Hukum Islam) termasuk golongan yang berpendapat 

bahwa żawī al-arḥām atau para kerabat tidak berhak mendapatkan harta warisan. 

Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada aṣhāb al-furūḍ 

atau ‘aṣabah yang mengambilnya, maka harta itu diberikan kepada bait al-māl 

kaum muslimin untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada 

umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan 

kepada żawī al-arḥām.90 

Ulama berbeda pendapat tentang pengelompokan żawī al-arḥām diantara 

ulama ada yang membaginya menjadi 4 kelompok, 7 kelompok, 10 kelompok 

bahkan ada yang sampai 11 kelompok. Jika dikelompokkan secara garis besar 

maka kelompok żawī al-arḥām dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok besar, 

yaitu:91  

1) Żawū Al-Arḥām dari cabang pewaris: Mereka adalah anak keturunan 

dari jalur anak Perempuan seperti cucu laki-laki dari anak Perempuan, atau dari 

cucul laki-laki dari cucu Perempuan dari anak laki-laki, terus kebawah laki-laki 

maupun Perempuan. 

2) Żawū Al-Arḥām dari asal pewaris: Mereka adalah kakek atau nenek 

pewaris yang tidak berhak menerima warisan, seperti: Kakek dari jalur ibu, nenek 

buyut dari kakek dari jalur ibu, dan seterusnya keatas. 

3) Żawū Al-Arḥām dari cabang kedua orang tua pewaris: Mereka yang 

berasal jalur kedua orang tua pewaris, seperti anak dari saudara Perempuan 

 
90Muḥammad ‘Ālī al-Ṣabūni, al-Mawārīṡ fi al-Syarī’at al-Islamīyah ‘alā Ḍaui al-Kitāb 

wa al-Sunnah (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, t.th.), h. 178. 

91Hendra Wijaya, “Kewarisan Żawū Al-Arḥām Dalam Perspektif Kompilasi Hukum 

Islam (Studi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar)”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 

2018), h. 19-20. 
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pewaris, anak Perempuan dari saudara laik-laki pewaris, anak laki-laki dari 

saudara seibu terus kebawah.  

4) Żawū Al-Arḥām dari cabang kakek atau nenek pewaris, Mereka yang 

berasal dari jalur kakek atau nenek baik dari jalur ibu atau jalur bapak, seperti 

semua bibi dari jalur ayah, anak Perempuan dari jalur paman dari jalur ayah, 

paman atau bibi dari jalur ibu dan lainnya.92 

Dalam fikih juga dikenal juga al-Ḥajb yang bermakna secara bahasa 

adalah: penutup atau penghalang. Sedangkan makna secara istilah adalah: 

 .93المنعّمنّالميْاثّلاّبسببّمانعّمنه،ّبلّلوجودّشخصّأقربّمنهّإلىّالميت
Terjemahnya: 

al-Ḥajb berarti penghalang dari warisan dikarenakan adanya ahli waris 
yang lebih dekat dengan si mayit dan bukan karena melanggar sebab-sebab 
terhalang dari warisan. 

Menurut Ṣāliḥ Fauzān, al-Ḥajb adalah ahli waris yang semestinya 

mendapatkan bagian menjadi tidak mendapatkan bagian apa-apa atau tetap 

menerima warisan, tapi jumlahnya berkurang. Makna perkataan “penutup atau 

penghalang ahli waris yang semestinya mendapatkan bagian” adalah siapa saja 

yang memenuhi semua syarat untuk mendapatkan warisan yaitu pernikahan, walā, 

dan nasab. Kemudian makna perkataan “menjadi tidak mendapatkan bagian apa-

apa atau tetap menerima warisan, tapi jumlahnya berkurang” merupakan isyarat 

bahwa al-ḥajb tidak hanya satu macam saja, tapi memiliki 2 macam: 

a. Ḥajb awṡāf yaitu siapa saja yang melanggar mawāni’ al-irṡ (Sebab-

sebab terhalang dari warisan) yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan 

agama. 

 
92Ṣāliḥ Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah Fī al-Mabāhiṡ al-

Farḍiyah, h. 286-287. 

93Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū, Juz 10, h.710. https://al-

maktaba.org/book/33954/7696 (11 Agustus 2021). 

https://al-maktaba.org/book/33954/7696
https://al-maktaba.org/book/33954/7696
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b. Ḥajb Asykhāṣ yaitu sebab adanya seseorang yang menjadi penghalang 

yang menggugurkan hak waris seseorang, atau mengurangi bagian seseorang dari 

yang seharusnya ia terima.94 

Ḥajb Asykhāṣ juga ada 2 macam: 

1) Ḥajb Nuqsān yaitu penghalang yang dapat mengurangi bagian yang 

seharusnya diterima oleh ahli waris. Misalnya istri bisa mendapat ¼ bagian 

warisan, namun karena ada anak maka ia akan mendapat 1/8 bagian. 

2) Ḥajb Ḥirmān yaitu penghalang yang menyebabkan ahli waris tidak 

mendapatkan warisan sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalian 

kekerabatannya.95 Sederetan ahli waris yang dapat terkena ḥajb ḥirmān ada enam 

belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita.  

Termasuk di dalamnya adalah Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki akan 

terhalang oleh adanya anak laki-laki, dan cucu perempuan (keturunan anak laki-

laki) akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik itu cucu hanya seorang 

ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua anak perempuan 

atau lebih, kecuali jika ada ‘aṣabah. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa kewarisan cucu menurut fikih, hanya 

mengakomodir cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti dengan 

syarat ia tidak terhalang oleh adanya anak laki-laki. Adapun cucu dari anak 

perempuan maka ia termasuk żawī al-arḥām yang menurut pendapat Imam 

Syafi’ī, Żaid bin Ṡabit r.a, Ibnu ’Abbas r.a, dan Imam Malik tidak berhak 

mendapatkan bagian dari warisan. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila 

harta waris tidak ada żawū al-furūḍ atau ‘aṣabah yang mengambilnya, maka harta 

itu diberikan kepada bait al-māl kaum muslimin untuk disalurkan demi 

 
94Ṣāliḥ Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah Fī al-Mabāhiṡ al-

Farḍiyah, h. 131-132. 

95Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū, Juz 10, h.712. 
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kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak 

dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada żawū al-arḥām. 

2. Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut KHI 

Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya asas-asas kewarisan islam yaitu: 

a. Asas ijbari (pemaksaan), yang dalam kewarisan Islam mengandung arti 

bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli 

warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa 

tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli 

warisnya 

b. Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau 

melalui dua arah yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak 

kerabat garis keturunan Perempuan 

c. Asas individual mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi 

untuk dimiliki secara perseorangan 

d. Asas keadilan berimbang diartikan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan 

kegunaaan.96  

Adapun asas keadilan berimbang dimasukkan dalam pasal 185 Kompilasi 

Hukum Islam tentang ahli waris pengganti yang bunyi lengkapnya sebagai 

berikut: 

(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris 
maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut 
dalam pasal 173. 

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris 
yang sederajat dengan yang diganti.97 

 
96Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 

h. 26. 

97Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, buku II: Hukum Perkawinan, bab III, 

pasal 185. 
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Ketentuan pasal 185 KHI, dipertegas lagi dalam buku Pedoman Teknis 

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang asas ahli waris langsung dan 

asas ahli waris pengganti adalah:  

a. Ahli waris langsung (eigen hoofed) adalah ahli waris yang discbut 

dalam pasal 174 KHI . 

b. Ahli waris pengganti (plaatservulling) adalah ahli waris yang diatur 

berdasarkan pasal 185 KHI, yatu ahli wars pengganti/keturunan dari 

ahli waris yang discbutkan dalam pasal 147 KHI diantara keturunan 

dan anak laki-laki, perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari 

kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun 

keturunan dari kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti, karena 

paman sebagai ahli waris langsung yang discbut dalam pasal 174 KHI. 

Ketentuan dari pasal 185 (1) dapat kita pahami bahwa yang menjadi ahli 

waris adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. Hal 

ini bertolak belakang dengan konsep fikih mawārīṡ yang tidak membenarkan 

keturunan perempuan menjadi ahli waris pengganti bahkan cucu laki-laki (dari 

anak laki-laki) tidak mendapatkan warisan yang ketika saat itu terdapat anak 

laki-laki lainnya yang masih hidup sehingga statusnya terhijab.98 

Kemudian pasal 185 (2) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada 

pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dengan ketentuan 

bagian ahli waris pengganti tersebut tidak melebihi dari bagian ahli waris yang 

 
 
98Amal Hayati, dkk., Hukum Waris (Medan: CV Manhaji, 2015), h. 131. 
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sederajat dengan yang diganti. Dari ketentuan tersebut, jelaslah pada prinsipnya 

kedudukan setiap ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris dapat 

digantikan oleh anaknya, dan dapat dikatakan jelas dan pasti akan mendapat 

warisan dari pewaris yang bagiannya sama atau tidak boleh melebihi bagian ahli 

waris yang sederajat dengan yang digantinya. 

Dimasukkannya pasal ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum 

Islam merupakan bentuk aplikasi dari teori receptive a contrario yang 

dikemukakan oleh Sajuti Thalib. Menurutnya, hukum yang berlaku bagi 

masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku 

bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. 

Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori ‘receptie a contrario’.99 Hak waris 

dalam  pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditafsirkan hanya sebatas cucu, tetapi 

dalam praktiknya cucu dialihkan kedudukannya sebagai ahli waris sebagai anak 

dari si pewaris.100 

Jadi, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang termasuk ahli waris pengganti 

adalah dalam garis keturunan saja dan tidak berlaku untuk garis 

perkawinan, seperti dalam setiap kasus ditetapkannya ahli waris 

pengganti dikhususkan untuk cucu. 

 
99Begini Arti Teori Receptio A Contrario”, Situs Resmi Hukum Online,  

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-

contrario-i/ (11 Agustus 2015). 

100Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”, Disertasi 

(Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2011), h. 31. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-contrario-i/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-contrario-i/
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2. Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian yang diterima ahli waris 

pengganti tidak boleh melebihi atau boleh sama dari bagian ahli waris 

sederajatnya. 

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik cucu dari garis 

keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan berhak menjadi 

ahli waris pengganti. Dari pernyataan tersebut sistem kewarisan dalam 

Kompilasi Hukum Islam menganut asas keadilan seimbang tanpa 

membedakan laki- laki dan perempuan atau tidak mengenal żawū al-

arḥām. 

4. Dalam Kompilasi Hukum Islam, cucu yang sebelumnya bukan termasuk 

ahli waris, statusnya bisa dinaikkan sebagai ahli waris sebagai pengganti 

dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si 

pewaris. 

B. Metode Istinbāṭ pada Kewarisan Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 

KHI 

Ijtihad merupakan metode istinbāṭ hukum yang dibenarkan dalam kajian 

Hukum Islam yang sangat diperlukan bagi perkembangan hukum Islam masa kini 

dan mendatang selama masih bermunculan peristiwa dan kejadian baru. Hal ini, 

bukan berarti menafikan terhadap keagungan fiqih mazhab yang telah tumbuh dan 

berkembang sejak awal abad ke-2 Hijriah. 101 

Meskipun demikian bukan berarti ada kebebasan dalam berfatwa 

dengan mengatasnamakan tajdīd jika pemikiran dan pembaruan hukum yang 

diusungnya kurang atau bahkan tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang 

 
101Azwar Fajri, “Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia”, 

Jurnal Islam Futura 11, no. 2 (2012) h. 100. 
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dibenarkan dalam ber istinbāṭ, karena jika demikian fikih bisa jadi rentan rusak 

dengan berbagai bentuk konsep dan pemikiran yang muncul atas nama ijtihad. 

Berbicara mengenai ilmu waris rasanya tidak menjadi perselisihan di 

antara ulama bahwa masalah waris adalah masalah ta’abbudiyah dalam agama; 

atau dalam bahasa lain adalah masalah ritual yang sedikit sekali peluang ijtihad di 

dalamnya. Sebabnya karena memang Allah swt. sudah menetapkan jatah masing-

masing ahli waris dengan nilai yang sudah ditentukan melalui wahyu. Dimulai 

dari siapa saja yang berhak mendapat warisan hingga bagian-bagiannya secara 

rinci juga telah disebutkan dengan detail. Itu dijelaskan secara rinci dalam surat 

al-Nisā’ ayat 11 sampai 13 dan juga di penghujung surat al-Nisā’ ayat 176 

dijelaskan tentang kalalah (seseorang yang wafat tanpa meninggalkan anak). 

1. Argumen ahli waris pengganti  

Bukan lagi menjadi sesuatu yang asing, bahwa semua orang yang 

berkecimpung dalam khazanah hukum waris atau kekeluargaan di Indonesia 

semua tahu dan mengerti bahwa munculnya ahli waris pengganti adalah hasil 

ijtihad Prof Hazairin dalam bukunya "hukum kewarisan bilateral menurut Alquran 

(1956)". Buku beliau ini adalah buku yang benar-benar hasil ijtihad beliau dalam 

masalah kewarisan yang kemudian diadopsi ke dalam kompilasi hukum Islam.  

Salah satunya adalah permasalahan ahli waris pengganti, yang merupakan 

pendapat baru yang belum pernah disebutkan oleh ulama-ulama klasik 

sebelumnya. Bahwa memang konsep ahli waris pengganti adalah konsep yang 

unik yang hanya ada di Indonesia titik serta diaminkan oleh banyak ulama serta 

cendekianya. 

a. Argumen Hazairin 

Dalam mukadimah atau pendahuluan yang Hazairin tulis di bukunya; 

“Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an”, beliau memang mengakui dan 
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dengan nyata menyebut bahwa apa yang beliau tulis dalam bukunya adalah bentuk 

ijtihad guna melahirkan hukum perdata khususnya kewarisan yang baru yang 

layak dan cocok untuk kebanyakan orang Indonesia.102 Beliau juga menjelaskan 

dasar argumen ijtihadnya tentang adanya ahli waris pengganti. Beliau 

mendasarkan ijtihadnya tersebut dengan firman Allah s.w.t. dalam surat al-Nisā’ 

ayat 33: 

قَرَبوُنَّ لِدَانِّوَٱل  لَِّمَّّاّتَ رَكَّٱل وََٰ ّجَعَلنَاّمَوََٰ بَ هُمآّ فََّّّنُكُمّ أيَ ََّٰوَٱلَّذِينَّعَقَدَتّ ّۚ  وَلِكُل   ّنَصِي   كَّانَّّّۚ  تُ و هُم  إِنَّّٱللَََّّ
ا كُّلِ ّشَيء ّشَهِيد  ٣٣ّّّّعَلَىَٰ

Terjemahnya : 
“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu 
bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika 
ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, 
Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah 
menyaksikan segala sesuatu”103 

Dalam bukunya, beliau (Hazairin) memberikan terjemah untuk ayat ini: 

Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawālī untuk 
bagi harta peningalan ajah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, 
demikian djuga bagi harta peninggalan tolan seperdjandjianmu, karena itu 
berikanlah bagian-bagian kewarisanya104 

Setelah meletakkan terjemahan sendiri, beliau kemudian mulai 

memberikan penjelasan terkait dengan ayat untuk mengaskan bahwa mawālī itu 

adalah ahli waris pengganti yang akan mendapatkan jatah waris dari bagian ahli 

waris di atasnya yang sudah wafat terlebih dahulu. Beliau mengatakan: 

Untuk mengungkap maksud ayat 33 itu, coba kita isi likullin itu dengan li 
fulānin, dan ja’alnā diganti dengan ja’alallāhu, sedangkan urusan perjanjian itu 
untuk gampangnya ditinggalkan saja, maka bunyi ayat itu menjadi: wa li fulānin 
ja’alallāhu mawālī mimmā taraka al-wālidāni wa al-aqrabūna, fa ātūhum 
naṡībahum.105  

(artinya) Allah mengadakan mawālī untuk si fulan dari harta peninggalan 

 
102Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur`ān dan Hadiṡ, (Cet. I; Jakarta: 

Tinta Mas, 1956), h. 1. 

103Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: al-Huda, 2005), hal. 84. 

104Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur`ān dan Hadiṡ, h. 24. 

105Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur`ān dan Hadiṡ, h. 25. 
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orang tua dan keluarga dekat, maka berikannya jatah waris mereka. 

Fulan dianggap sebagai ahli waris karena diiringi dengan kalimat al-

wālidān dan al-aqrabīn yang menjadi pewaris. Akan tetapi fulan tersebut 

mempunyai mawālī (pengganti) yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan 

pewaris adalah orang tuanya, maka yang menjadi ahli waris adalah anak dan atau 

mawālī -nya (penggantinya), itu menurut Hazairin. Jika anak tersebut masih hidup 

tentu merekalah yang menjadi dan menerima warisan, sebagimana disebutkan 

dalam surat al-Nisā’ ayat 11; yang mana itu juga ketetapan waris klasik yang 

disepakati dalam kitab-kitab fikih. 

Menurut Hazairin, kata al-wālidāni wa al-aqrabūna adalah sebagai fa’il 

dari kata taraka. Sedangkan kata mawāli adalah sebagai maf’ul bagi ja’alnā.106 

Artinya, bahwa setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan 

kerabat terdekat, dijadikan Allah ahli waris-ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa 

yang dijadikan Allah ahli waris-ahli waris tersebut adalah sebagai pengganti ahli 

waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.107 

Hazairin kemudian menambahkan dengan menguatkan bahwa dalam ayat 

33 surat al-Nisā’ tersebut, Allah menggunakan kalimat ja’ala (menjadikan), yakni 

punya arti yang sama dengan khalaqa (menciptakan) untuk menetapkan mawālī. 

Yakni menciptakan dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Sementara proses 

penciptaan itu hanya bisa dibayangkan dengan kelahiran, sehingga ada hubungan 

antara mawālī dan ahli waris yang digantikan. Penetapan ini tidak mungkin 

melalui penunjukan atau pemilihan. 

Untuk menguatkan alur berpikir di atas, Hazairin mengujinya dengan ayat-

 
106Moh. Toha Yahya Umar dkk, Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 

Tentang Faraid (Jakarta: Tinta Mas, 1964), h. 49. 

107Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadiṡ, (t.tp.: t.p., t.th.), h. 

30. 
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ayat kewarisan yang lain, yaitu al-Qur’ān surat al-Nisā’ ayat 11, 12, dan 176. 

Berdasarkan ketiga ayat ini, jika seseorang meninggalkan cucu dari anak yang 

telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, 

maka cucu tersebut akan tersingkir, dan yang berhak mewarisi hanyalah orang tua 

dan saudarasaudara dari yang meninggal terlebih dahulu itu. Oleh sebab itu, 

keadaan yang serupa ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan 

Allah dalam sanubari manusia.108 

Kata mawālī dimaksudkan oleh Hazairin dengan ahli waris pengganti dari 

mendiang anak, mendiang saudara, mendiang kakek atau nenek yang meninggal 

lebih dahulu sebelum pewaris. Menurut Hazairin, dalam berbagai kitab tafsir, kata 

mawālī diartikan semata-mata sebagai ahli waris langsung, sehingga semua kitab 

tafsir itu tidak ada gunanya. Hal ini disebabkan bahwa para penafsir mengartikan 

ayat mawālī itu “hanya jika ada mayat maka ada ahli waris langsungnya”. Tidak 

terpikir oleh para mufassir itu bahwa ada kalanya ahli waris langsung itu sudah 

tidak ada. Akan tetapi Allah dalam al-Qur’ān surat an-Nisa’ ayat 33 mengadakan 

ahli waris lain, dalam hal ini ahli waris tidak langsung, yaitu ahli waris 

pengganti.109 

b. Menghilangkan Kecemburuan 

Sebelum mengakhiri penjelasannya tentang mawālī yang diartikan sebagai 

ahli waris pengganti, Hazairin menguraikan hikmah di balik kenapa Allah 

mengadakan mawālī untuk setiap orang. Beliau menyebut bahwa kalau 

seandainya seseorang atau si fulan tersebut hidup, harta yang didapatkan dari 

 
108Hajar M, “Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum 

Islam”, Jurnal al-Syir’ah 150, no. 1 (2016): h. 62. 
109Moh. Toha Yahya Umar dkk, Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 

Tentang Faraid, h. 93. 
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pewaris itu juga akhirnya akan diberikan kepada mawālī-nya. Karena mawālī-nya 

itu juga akan menjadi ahli warisnya juga.110 

Dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Kontekstualita yang 

diterbitkan bulan Juni 2006, disebutkan juga bahwa materi pasal ahli waris 

pengganti ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan kiai pesantren 

modern dengan alasan menghindari kecemburuan dan juga memberikan keadilan 

yang merata kepada sesama keturunan di kalangan ahli waris. Dalam pandangan 

kiai pesantren modern, cucu perempuan dan laki-laki dari anak perempuan yang 

terlebih dahulu meninggal daripada pewaris dapat mengambil jatah ibunya. 

Mereka mendapatkan kewarisan dengan pertimbangan andaikan ibunya ada maka 

ibunya mendapatkan kewarisan, dengan demikian kewarisan ibunya diwarisi oleh 

anak-anaknya. Pandangan kiai pesantren modern ini dapat dimengerti jika kita 

melihat bahwa kedudukan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan itu 

sebenarnya berpredikat sama dengan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-

laki. Jika para cucu dari jalur anak laki-laki mendapatkan kewarisan sementara 

para cucu dari jalur anak perempuan tidak mendapatkan, maka akan menimbulkan 

kecemburuan.111 

2. Kesalahan Konsep Ahli Waris Pengganti 

Pasal 185 dalam huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan 

bahwa:  

(a). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kecuali mereka yang 
tersebut pada pasal 173. 

(b) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 

 
110Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadiṡ, h. 26-27. 

111Saiful Ibad dan Rasito, “Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Komplasi Hukum Islam di 

Indonesia”, Jurnal Kontekstualita 21, no. 1 (2006): h. 109-110. 
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waris yang sederajat dengan yang digantikan.112 

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti ini tidak ditemukan dalam kitab-

kitab fikih. Pada umumnya, ulama fikih menetapkan kedudukan seseorang sebagai 

ahli waris tidak dapat digantikan oleh anaknya jika ia lebih dahulu meninggal 

daripada pewaris, sehingga dalam kitab fikih tidak dikenal adanya ahli waris 

pengganti.  

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia pada 

tahun 1964-an, ketentuan dalam pasal ini pernah menjadi objek perdebatan yang 

serius antara Prof. Dr. Hazairin, Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dan Prof. H Thaha 

Umar Yahya, M.A.  

Prinsip ahli waris pengganti ini merupakan pendapat dari Prof. Dr. 

Hazairin dan pendapatnya ini mendapat penentangan yang keras dari Prof. Dr. H. 

Mahmud Yunus dan Prof. H. Thaha Umar Yahya, M.A. 

Berikut penulis akan jelaskan beberapa kesalahan konsep ahli waris 

pengganti: 

a. Penamaan yang salah 

Sejak dari Penamaan, pasal ini memang sudah sangat rancu dan aneh serta 

membingungkan. Rukun waris ada tiga, yakni: 

1) al-Muwarriṡ (pewaris), Yakni orang yang meninggal dunia atau orang 

yang dihukumi telah meninggal dunia.  

2) al-Wāriṡ (ahli waris), adalah orang yang hidup atau dihukumi hidup 

ketika pewaris meninggal. 

 
112Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, 

Pasal 185. 
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3) al-Maurūṡ (harta yang diwariskan), adalah harta yang ditinggalkan 

yang menjadi warisan.113 

Artinya sebagaimana rukun pada ibadah-ibadah lainnya bahwa ibadah 

tidak bisa dikatakan sah jika tidak terpenuhi rukunnya, baik salah satunya atau 

bahkan semuanya. Maka, tidak ada perwarisan jika tidak ada orang yang 

meninggal; karena salah satu rukun waris itu harus ada al-Muwarriṡ (pewaris), 

yakni orang yang meninggal dunia atau orang yang dihukumi telah meninggal 

dunia. Dan al-Muwarriṡ haruslah meninggalkan al-Maurūṡ sebagai warisan untuk 

dibagikan. Jika tidak maka tidak ada perwarisan. 

Kita lihat dalam pasal 185 ayat (1) dikatakan:  

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris ... 

Perlu diketahui bahwa waris dalam fikih adalah salah satu media 

perpindahan kepemilikan harta dari al-Muwarriṡ (pewaris) kepada al-Wāriṡ (ahli 

waris). Kalau si ahli waris sudah wafat lebih dulu maka tidak ada perpindahan 

kepemilikan dari mayit ke mayit lagi. 

b. Melanggar syarat kewarisan 

Sekedar rukun yang terpenuhi tidak cukup untuk sahnya perwarisan. Ia 

juga membutuhkan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana definisi syarat yang 

sudah baku bahwa syarat adalah segala sesuatu yang jika tidak ada, maka sesuatu 

itu tidak dikatakan sah.  

Para ulama uṣul mendefinisikan syarat sebagai:  

114ّعندّوجودهماّلاّيوجدّالمشروطّمعّعدمهّولاّيلزمّأنّيوجدّ

 
113Ṣāliḥ Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah Fī al-Mabāhiṡ al-

Farḍiyah, h. 286-287. 
114Abu Muhammad ‘Abdillah Ibn Ahmad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Rauḍatu al-Nāẓir wa 

Junnatu al-Manāẓir (Cet I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438H / 2017M), h. 58. 
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Artinya:  

Apa yang ketiadaannya membuat tidak ada, dan keberadaannya tidak 
membuat sesuatu itu ada atau tidak ada karenanya. 

Artinya jika memang ada syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak sah 

untuk dijalankan pewarisan. Karena ada kekosongan salah satu syarat yang 

merupakan poin penting dalam sebuah ibadah.  

Adapun syarat waris sebagai berikut:  

حياّّ موتهّ عندّ وارثهّ ووجودّ غرةّ فيهّ تقديراّكجنيّ أوّ أوّحكاماّكمفقود,ّ حقيقةّ مورثّ موتّ ثلاثة:ّ وشروطهّ
كّالحملّوالعلمّبجهةّإرثه 115ّحقيقةّأوّتقديرا

Artinya:  

Syarat waris ada 3: wafatnya pewaris secara hakiki atau secara hukum 
seperti orang hilang (dan dihukumi wafat oleh hakim), hidupnya ahli waris 
ketika wafatnya pewaris secara hakiki, atau secara dugaan kuat seperti 
janin di kandungan, dan ilmu tentang pewarisan (tentang rukun, syarat dan 
juga penghalang waris, dst) 

[Jika dicermati dari sisi syarat waris yang disebutkan di atas, tentu pasal 

185 KHI telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Yakni syarat bagi ahli 

waris yang harusnya hidup pada saat pewaris wafat tidak terpenuhi dalam pasal 

ini.  

Di ayat 1 dari pasal ini berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu 

daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.” 

Dalam pasal ini anak mendapatkan jatah waris karena menggantikan 

kedudukan ayahnya yang telah meninggal lebih dulu. Jelas aneh dan tentu 

melanggar syarat waris. Bagaimana mungkin anak bisa mendapat jatah waris 

sebagai ganti ayahnya jika ayahnya saja bukan termasuk ahli waris. Karena syarat 

yang tidak terpenuhi yaitu ayahnya tidak hidup ketika pewaris meninggal dunia. 

 
115Muhammad Amīn Ibn ‘Umar Ābidīn, Radd al-Mukhtār ‘alā durr al-Mukhtār ḥāsyiyah 

Ibn Ābidīn, Juz 5 (Cet I; Riyāḍ: Dār Ālamiyah al-Kutub, 2009), h. 483. 
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c. Cucu terhalangi (Maḥjūb) oleh anak 

Selanjutnya dalam ayat 2 dari pasal 185 disebutkan: Bagian ahli waris 

pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang 

diganti.  

Dalam hal ini, ahli waris pengganti adalah cucu yang ayah atau ibunya 

meninggal lebih dulu dari kakeknya. Lalu ketika kakeknya wafat, maka cucu ini 

menggantikan posisi ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Dan kalau dikatakan 

bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih banyak dari ahli waris yang 

sederajat dengan yang diganti, itu berarti si cucu berada pada kondisi di mana 

pewaris mempunyai anak yang mana anak itu menjadi penghalang untuk cucu 

mendapatkan warisan.  

Artinya selama pewaris punya anak maka siapapun yang berada di bawah 

anak, statusnya terhalangi atau terhijab, tidak mendapatkan jatah. Dan ini sesuatu 

yang sudah menjadi kesepakatan ulama fikih.  

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya al-Fiqhu al-Islami wa 

adillatuhū menyebutkan:  

والخّلمّ البنّيحجبّبالبنّ وابنّ الرثّأصلاّكالجدّيحجبّبلأبّ منّ وارثّ ينعّ أنّ هوّ الحرمان:ّ حجبّ
 يحجبّبالبّ

Artinya:  

(salah satu jenis ḥajb /penghalang dalam waris); Ḥajb al- Ḥirman: yakni 
penghalang yang membuat ahli waris terhalangi untuk mendapat jatah 
waris secara total. Seperti kasus kakek yang terhalangi oleh ayah, juga 
cucu yang terhalangi oleh anak, dan juga saudara seibu yang terhalangi 
oleh saudara seayah.116 

Dan dalam kaidah ḥajb (penghalang) di ilmu faraid, disebutkan bahwa 

 
116Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 

t.tp.), h. 781. 
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furū’ (ahli waris yang berada di bawah pewaris) terdekat kepada pewaris 

menghapus furū’ yang lebih jauh. Begitu juga uṣūl (garis kewarisan ke atas). Uṣūl 

terdekat menghapus uṣūl yang lebih jauh dari pewaris.117 

Dalam hal ini, cucu yang dikatakan sebagai ahli waris pengganti status 

kewarisannya terhalangi (Maḥjūb) oleh keberadaan anak-anak pewaris yang 

statusnya adalah furud terdekat kepada pewaris. Jadi sejatinya tidak ada celah 

untuk ahli waris pengganti. 

d. Ketentuan jatah waris cucu 

Kemudian juga dalam pasal tidak disebutkan dengan jelas cucu yang 

dikatakan sebagai ahli waris pengganti titik karena dalam ketetapan yang 

disepakati oleh ulama tidak semua cucu bisa menjadi ahli waris. Cucu yang 

menjadi ahli waris itu hanyalah cucu laki-laki atau juga cucu perempuan dari 

mendiang anak laki-laki sedangkan cucu dari anak perempuan, baik itu laki-laki 

ataupun perempuan bukanlah ahli waris.  

Dan status kewarisan cucu dari anak laki-laki pun tidak mutlak selalu dan 

pasti dapat, karena ada beberapa syarat yang harus dilewati agar cucu tersebut bisa 

mendapatkan bagian dari warisan.  

Imam nawawi, ulama terkemuka mazhab Syafi'iy mengatakan tentang 

status cucu dalam jajaran ahli waris:  

 118إذاّاجتمعّأولادّالصلبّوأولادّابنّاوّبنيّفإنكّانّفيّأولادّالصلبّذكر،ّلمّيرثّأولادّالبنّ
Artinya:  

Jika berkumpul seluruh anak dan juga seluruh cucu dalam jajaran ahli 
waris dan diantara anak anak kandung pewaris adalah laki-laki, maka cucu 
tidak mendapatkan jatah sama sekali. 

 
117Ṣāliḥ Fauzān Abdullāh Al-Fauzaān, Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāḥīṡ al-farḍiyah 

(Cet. I; Qāhirah: DārAl-Ummah, 1438 H/2018 M), h. 135. 

118Abu Zakariya Yaḥya Ibn Syarf al-Nawawi, Rauḍatu al-Ṭālibīn wa ‘Umdatu al-Muftīn, 

Juz 6 (Cet III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H /1991 M), h. 13. 
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كّانواّ وإلاّفإنكّانّولدّالصلبّبنتا،ّفلهاّالنصف،ثمّينظرّفإنكّانّولدّالبنّذكرا،ّفالباقيّله.ّوإن
 119ذكورا،ّأوّذكوراّوإنَثاّفالباقيّبينهمّللذكرّمثلّحظّالنثييّ

Artinya:  

Akan tetapi jika anak kandung pewaris adalah seorang perempuan, maka 
ia mendapat ½ kemudian dilihat; kalau cucunya seorang laki-laki, maka ia 
mendapat sisa (aṣabah). Dan jika cucunya lebih dari seorang laki-laki, atau 
gabungan laki-laki dan perempuan maka mereka (cucu laki-laki dan 
perempuan) mendapat sisa (aṣabah) dengan pembagian; laki-laki dua kali 
jatah perempuan. 

 120وانكّانّولدّالابنّبنتا،ّفلهاّالسدس،ّوانكّنّبناتّفالسدسّبينهن
Artinya:  

Dan jika cucunya adalah perempuan (dengan kondisi anaknya juga 
perempuan) maka cucu tersebut mendapatkan ⅙. Jika mereka (cucu) lebih 
dari seorang perempuan maka ⅙ untuk bersama. 
 

كّانّمعهنّأوّأسفلّّ كّانّولدّالصلبّبنتيّفصعدا،ّفلهنّالثلثان،ّولاّشيءّلبناتّالبن،ّفإن وإن
 121منهنّذكر،ّعصبهنّفيّالباقيّللذكرّمثلّحظّالانثيي

Artinya:  

Dan jika anak kandung adalah perempuan dua orang atau lebih, maka 
mereka mendapatkan ⅔ bersama dan cucu perempuan tidak mendapatkan 
apa-apa. Tapi jika ada laki-laki di jajaran cucu atau lebih rendah dari cucu 
ada laki-laki (maksudnya anak dari cucu dan seterusnya ke bawah), maka 
cucu perempuan dan ke bawahnya yang ada laki-laki mereka mendapatkan 
sisa (aṣabah) dengan pembagian laki-laki dua kali bagian perempuan. 

Jadi untuk cucu dikatakan sebagai ahli waris dan mendapat jatah, ada dua 

syarat yang harus dipenuhi:  

1) Dia haruslah cucu dari anak laki-laki jika ia anak dari perempuan maka ia 

bukan ahli waris.  

2) cucu dari anak laki-laki itu, mendapatkan jatah waris dengan syarat tidak 

ada anak laki-laki di jajaran anak pewaris. Jika ada seorang laki-laki saja 

 
119Abu Zakariya Yaḥya Ibn Syarf al-Nawawi, Rauḍatu al-Ṭālibīn wa ‘Umdatu al-Muftīn, 

Juz 6, h. 13. 

120Abu Zakariya Yaḥya Ibn Syarf al-Nawawi, Rauḍatu al-Ṭālibīn wa ‘Umdatu al-Muftīn, 

Juz 6, h. 13. 

121Abu Zakariya Yaḥya Ibn Syarf al-Nawawi, Rauḍatu al-Ṭālibīn wa ‘Umdatu al-Muftīn, 

Juz 6, h. 13. 
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di antara anak-anak pewaris cucu tidak mendapatkan waris sama sekali.  

Lalu jika kedua syarat di atas terpenuhi maka cucu itu berhak 

mendapatkan jatah waris. Akan tetapi jatahnya tidak mutlak, tergantung dengan 

kondisi yang ada: 

1) Jika cucu adalah laki-laki saja atau sekumpulan laki-laki dan perempuan 

maka mereka mendapatkan sisa (aṣabah) bersama. Dengan pembagian 

laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.  

2) Jika cucu adalah perempuan, dan anak pewaris hanya seorang perempuan 

maka cucu mendapatkan ⅙, dan anak perempuan mendapat ½. Kalau cucu 

adalah sekumpulan perempuan maka mereka mendapat ⅙ bersama-sama.  

3) Jika cucu adalah perempuan dan anak pewaris adalah dua orang 

perempuan atau lebih, maka cucu tidak mendapatkan jatah sama sekali.  

Dan kaidah ini yang sudah menjadi ketetapan ulama dilanggar oleh pasal 

185 KHI. 

3. Sanggahan terhadap argumen ahli waris pengganti 

Hazairin dalam argumennya terkait dengan adanya ahli waris pengganti 

(mawālī), beliau menyebut bahwa kemunculannya tersebut berdasarkan al-

Qur’an; yani surat al-Nisā’ ayat 33. Maka untuk menanggapi serta sebagai bagian 

dari sanggahan adanya ahli waris pengganti, penulis akan sajikan beberapa uraian 

ulama tafsir terkait dengan ayat tersebut: 

a. Mawāli secara bahasa 

Secara bahasa, mawāli   موال itu bentuk jamak atau plural dari kalimat 

maula مولى yang dalam bahasa Arab punya arti beragam (musytarak). Maksudnya 

bahwa kata tersebut tidak hanya dipakai untuk satu makna saja. Dalam beberapa 

tempat, kata itu dipakai untuk makna yang berbeda. 

Al-Fayūmī dalam kamusnya al-Miṣbāh al-Munīr  menjelaskan bahwa kata 
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maula itu berasal dari kata  wa-li-ya ّّي-لّ-و yang artinya adalah dekat. Tapi bisa  

juga berarti yang datang setelahnya. Juga punya arti  lain, yakni penguasaan, 

maksudnya berkuasa atau sesuatu atau orang lain. 

Kemudian beliau meneruskan untuk kalimat maula yang merupakan 

mufrad atau single dari kalimat mawāli; 

 

ّّ ال عَمِ ّوَال مَو لَى اب نُّ ال مُوَالَاةِّّوَال مَو لَىّ لَهُّمَو لَىّ الَّذِيّيُ قَالُّ لَِيفُّوَهُوَّ النَّاصِرُّوَال مَو لَىّالح  ال عَصَبَةُّوَال مَو لَىّ
 وَال مَو لَىّال مُع تِقُّوَهُوَّمَو لَىّالنِ ع مَةِّوَال مَو لَىّال عَتيِقُّ

Artinya 

Maula adalah sepupu, maula juga berarti ‘aṣabah, maula juga artinya 
penolong, maula juga artinya yang bersumpah setia, itu yang disebut dengan 
istilah maula al-muwalah, dan maula juga artinya yang membebaskan budak dan 
itu adalah maula al-ni’mah. Dan bisa juga maula itu artinya adalah orang yang 
dibebaskan.122  

Secara bahasa maula atau jamaknya mawāli memang punya arti yang 

beragam; karena tidak bisa kita tetapkan mawālī hanya kepada satu hukum 

sebelum kita tetapkan makna yang cocok dan paling dekat dalam hal ini. 

b. Tafsir Ayat 33 Surat al-Nisa’ 

Ayat 33 surat al-Nisa’ ini sebenarnya  sebagaimana disebutkan oleh para 

ahli tafsir, adalah gabungan dari 2 potongan ayat yang hukum dan ketetapannya 

berbeda. Maksudnya bahwa ayat ini bukan satu hukum, akan tetapi ada 2 

potongan ayat yang hukumnya berbeda dan terpisah. Potongan pertama adalah: 

قَرَبوُنَّ لِدَانِّوَٱل  لَِّمَّّاّتَ رَكَّٱل وََٰ ّجَعَلنَاّمَوََٰ  ّّۚ  وَلِكُل  
Terjemahnya: 

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah 
menetapkan para ahli waris (mawālī) atas apa yang ditinggalkan oleh 
orang tua dan karib kerabatnya. 

Dan potongan keduanya: 

 
122Aḥmad bin Muḥammad al-Fayūmī, al-Miṣbaḥ al-Munīr fī garībi al-Syarḥi al-Kabīr Juz 

2 (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th.), h. 572. 
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بَ هُمّ َّٱلَّذِينَّعَقَدَتّأيَََٰنُكُمّفَّوَّ ّنَصِي   اّۚ  اتُ و هُم  كُّلِ ّشَيء ّشَهِيد   إِنَّّٱللَََّّكَّانَّعَلَىَٰ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah untuk setia dengan mereka, maka 
berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah maha menyaksikan segala 
sesuatu. 

Dalam banyak kitab tafsir disebut bahwa potongan kedua hukumnya telah 

dihapus oleh potongan pertama. Dan ini ditulis dan direkam oleh hampir semua 

kitab tafsir yang ada. Potongan kedua dari ayat itu adalah gambaran apa yang 

terjadi di zaman sebelum ayat waris turun, bahwa orang-orang Muhajirin yang 

datang ke Madinah lalu menjalin persaudaraan dengan orang-orang Anshar, 

mereka saling bersumpah satu sama lain bahwa mereka akan saling mewarisi jika 

salah satunya meninggal dunia. Walaupun mereka tidak punya hubungan darah, 

mereka akan tetap setia dan bersumpah untuk saling mewarisi, dan syariat islam 

merestui kebiasaan itu. 

Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya mengutip beberapa penyataan yang 

sering dijadikan orang-orang ketika itu sebagai ikatan setia, yang salah satu 

ikatannya dalah saling mewarisi. Beliau menyebut: 

فَ يَ قُولُّ الرَّجُلَّ يُ عَاقِدُّ الرَّجُلَّكَانَّ أَنَّّ وَحَر بِّّ :وَذَلِكَّ ثََ رُكَ،ّ وَثََ ريِّ مُكَ،ّ هَد  مِيّ وَهَد  دَمُكَ،ّ دَمِيَّ
 123حَر بُكَ،ّوَسِل مِيّسِل مُكَّوَترَثُِنِِّوَأرَثُِكَّ

Artinya: 

Perjanjian itu adalah seseorang berjanji kepada orang lainnya dengan 
mengatakan: darahku adalah darahmu, tulangku juga tulangmu, peperanganku 
juga peperanganmu, damaiku juga damaimu, dan aku mewarisi kamu, kamu juga 
mewarisi aku. 

Sampai akhirnya kebiasaan ini dihapus oleh syariat dengan menurunkan 

potongan ayat pertama (wa likullin ja’alnā ….) untuk menegaskan bahwa 

kebiasaan itu sudah tidak bisa dijalankan, karena Allah telah menetapkan ahli 

 
123Abu Abdillah Muḥammad bin aḥmad bin Abi Bakr Syamsu al-Dīn al-Qurṭubī, al-Jāmi’ 

li aḥkāmi al-Qurān – Tafsīr al-Qurṭubī, Juz 5 (Cet.II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṡrīyah, 1384 H/ 

1964 M), h. 166. 
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waris (Mawāli) untuk setiap orang yang wafat; yakni pada ayat 11 sampai 13 surat 

al-Nisā’ itu.  

Dan apa yang disebutkan ini adalah riwayat dari sahabat Ibnu ‘Abbās r.a. 

جُبَيْ  ، روى  ب نِّ سَعِيدِّ ّ عَن  ّ، مُصَرِ ف  ب نُّ قَ و لهِِّّطلَ حَةُّ فيّ ّ عَبَّاس  اب نِّ اَنكُُم ّ :عَنِّ أيَ  ّ عَقَدَت  وَالَّذِينَّ

كَّانَّال مُهَاجِرُونَّحِيَّقَدِمُواّال مَدِينَةَّيوُرَثُّّ ّنَصِيبَ هُم ّقاَلَ: ّدُونَّذَوِيّرَحِِِهِّبِالُخُوَّةِّّفَآتوُهُم  النَ صَاريُِّ

نَ هُم ، ُّعَلَي هِّوَسَلَّمَّبَ ي   ّصَلَّىّاللََّّ ّهَذِهِّالآيةَُّّالَّتِِّآخَىّرَسُولُّاللََِّّ ّّ :فَ لَمَّاّنَ زلََت  ّجَعَل نَاّمَوَالِّنسُِخَت  وَلِكُل  

ّنَصِيبَ هُمّ  ّفَآتوُهُم  اَنكُُم  ّأيَ  قاَلَ:ّوَالَّذِينَّعَقَدَت   .ثُمَّّ
Artinya: 

Diriwayatkan oleh Ṭalḥah bin Muṣarrif dari Saīd bin Jubair, dari Ibnu 
‘Abbas r.a.; pada firman Allah swt. “wallażīna ‘aqadat aimānukum fa 
ātūhum naṡībahum” beliau (Ibn Abbas r.a.) berkata: orang-orang 
Muhajirin dulu mewarisi orang-orang Anshar dan tidak mewarisi saudara 
serahimnya (kerabat) karena sebab (antara muhajirin dan anshar) ada 
persaudaraan yang Allah swt. jadikan antara mereka . akan tetapi ketika 
firman Allah swt. turun, yakni; “wa likullin ja’ālna mawāliya mimmā 
taraka al-wālidāni wa al-aqrabūn”, (kebiasaan saling mewarisi karena 
sebab setia bukan sebab kekerabatan) itu dihapus. Kemudian (Ibnu 
‘Abbas) membaca ayat “wallażīna ‘aqadat aimānukum fa ātūhum 
naṡībahum”, beliau (Ibnu ‘Abbās) berkata bahwa ayat ini adalah untuk 
(orang-orang yang memberikan) pertolongan dan juga rifadah (bantuan) 
dan mereka diberikan wasiat untuk diberikan (dari harta warisan) 
sedangkan masalah waris, (bagian mereka) sudah dihapus.124 

Maksud dari riwayat ini adalah bahwa dulu orang-orang Islam, karena 

memang kecintaannya, dengan sesama saudara seiman, khususnya mereka 

orang-orang yang datang dari makkah (Muhajirin) dengan penduduk asli madinah 

(nashar); mereka saling berjanji setia satu sama lain untuk saling menjaga dan 

juga saling mewarisi. Dan kebiasaan itu direstui oleh syariat, sehingga itu terjadi 

cukup lama sebelum akhirnya ayat waris itu turun, yang dimulai dengan ayat “wa 

likulli ja’alnā mawāli …”. Yang kemudian kebiasaan saling mewarisi karena janji 

setia sebelumnya itu tidak lagi diperkenan oleh syariat. Sebabnya karena setiap 

 
124Abu Muḥammad Abdurrahmān bin Muḥammad bin Abī Hātim, Tafsīr al-Qur’ān al-

‘ażīm, Juz 3 (Cet. 3 Arab Saudi: Maktabah Nizār Musṭafā al-bāz, 1419), h. 937. 
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orang wafat, Allah swt. sudah menjadikan untuk mereka mawāli i; yakni ahli 

waris mereka semua.  

Ini tafsiran Ibnu ‘Abbas yang disebutkan oleh banyak mufassir dalam 

kitab-kitab tafsir mereka ketika menjelaskan ayat 33 al-Nisa’ ini; bahwa mawāli 

itu artinya adalah ahli waris secara keseluruhan yang itu dijelaskan lagi oleh Allah 

swt. dalam ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisa’. 

Imam Mujahid dan Qatadah dari kalangan al-Tabi’in menafsirkan mawāli 

sebagai ahli waris dari kalangan ‘aṣabah; yakni ahli waris laki-laki yang 

mewarisi sisa warisan setelah żawī al-furūḍ (ahli waris yang mendapat jatah 

pasti.125 

Sebagian ulama lain menyebut bahwa potongan kedua itu dinaskh atau 

dihapus hukumnya bukan oleh ayat 33 al-Nisā’, akan tetapi dinaskh oleh ayat 6 

surat al-ahzab: 

ٱل َّ ّّكِتََٰبِّّفّيّّضّ ببَِ عّ ّلَىَّٰأوَّ ّضُهُمّ بَ عّ ّحَامِّرّ وَأوُ لُواّ   ٦ ..........ٱللََِّّ

Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah”126 
 

Maksudnya sama; yakni orang-orang yang punya hubungan darah dari sisi 

żawī al-arḥām itu lebih berhak mendapatkan jatah waris dibanding orang-orang 

yang diikat dengan janji setia ketika hidup, yang satu sama lain tidak punya 

hubungan kekerabatan. Tegasnya bahwa ayat 33 surat an-Nisa’ tidak menjelaskan 

tentang soal jatah ahli waris juga bukan menjalaskan jenis ahli waris baru; ayat ini 

diturunkan oleh Allah swt. untuk menghapus kebiasaan orang-orang muslim 

ketika itu yang berjanji saling mewarisi satu sama dengan seseorang yang bukan 

 
125Abu al-Ḥasan al-Māwardi, al-Nakt wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub 

al-Ilmīyah, t.th.), h. 33. 

126Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, h. 603. 
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dari garis keturunan mereka.  

Karena itulah kemudian Allah swt. turunkan ayat ini, bahwa setiap orang 

punya mawāli; yakni ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Allah swt., dalam 

ayat lain. Maka dari itu, tidak perlu bersusah payah berjanji setia dengan orang 

lain untuk saling mewarisi, karena Allah swt, sudah tetapkan ahli waris untuk 

setiap kita.  

c. Hazairin terhadap al-Qur’an 

Hazairin mengatakan di dalam bukunya: 

“Dengan demikian maka tidak ada kemungkinan bagi sesuatu ayat Al-
Qur’an untuk menasakh ayat lain. Sehingga ayat ini seakan-akan terhapus 
dari Al-Qur’an dan karena itu tidak berlaku."127 

Ini merupakan sesuatu yang mengejutkan dari seorang Hazairin. Di 

mukadimah atau pendahuluan bukunya, beliau diketahui ternyata tidak meyakini 

adanya naskh-mansukh di dalam Al-Qur’an. Yang mana pembahasan naskh-

mansukh oleh ulama-ulama uṣūl juga ‘ulūm alquran sudah menjadi sesuatu yang 

tidak lagi diperdebatkan.  

Ini menjadi sesuatu yang justru bisa mencederai iḥtijāj beliau dalam ahli 

waris pengganti dari ayat 33 surah al-Nisā’. Karena bagaimana mungkin bisa 

berargumen dengan ayat, akan tetapi ketentuan dasar dalam beriḥtijāj dengannya 

tidak diyakini.  

Karena itulah mungkin sebabnya ijtihad Hazairin berbeda dengan para ahli 

tafsir yang ada, ayat 33 surah al-Nisā’ini. Jadi fakta ini membuat penulis maklumi 

kenapa kemudian ijtihad ini benar-benar baru dan tidak ada sebelumnya. 

d. Fikih Mawarīṡ bukan budaya arab 

Beberapa orang pendukung pasal ahli waris pengganti seringkali 

mengatakan bahwa hukum waris dalam Islam adalah budaya Arab. Maksudnya 

 
127Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits, h. 27. 
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hukum warisnya sesuai dengan budaya Arab yang lebih kepada sistem patrilineal; 

yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria 

lebih menonjol daripada wanita.  

Padahal ini tidak benar sama sekali titik dalam hukum waris Islam justru 

wanita juga mendapatkan haknya. Bahkan mereka bisa mendapatkan jatah yang 

lebih besar dari pria dalam beberapa kondisi. Terlebih lagi seluruh ahli waris 

wanita itu masuk dalam kategori żawū al-furūḍ yang ketetapan jatahnya itu pasti 

dengan besaran yang ditentukan oleh wahyu. Sedangkan ahli waris pria justru 

masuk dalam jajaran ahli waris ‘aṣabah, yakni ahli waris yang mendapatkan jatah 

sisa dari warisan yang dibagikan terlebih dahulu untuk ahli waris żawū al-furūḍ. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Berdasarkan uraian pembahasan mengenai kewarisan cucu 

sebagai ahli waris pengganti dan metode istinbāṭ yang digunakan para perumus 

KHI dalam menyusun pasal 185 sebagaimana telah dipaparkan dalam bab 

sebelumya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut fikih hanya 

mengkomodir cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti. Bagi cucu 

anak laki-laki bagiannya adalah ‘aṣabah jika ada anak laki-laki lain, atau karena 

adanya anak perempuan dan menjadi maḥjūb ḥirmān (tidak mendapatkan bagian 

warisan sama sekali) dengan sebab adanya anak laki-laki.  

Adapun cucu dari anak perempuan maka ia termasuk ẓawī al-Arḥām yang 

menurut pendapat Imam al-Syāfi’ī, Żaid bin Ṡābit r.a, Ibnu ‘Abbās, dan Imam 

Mālik tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan. Lebih jauh mereka 

mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada aṣḥab al-furūḍ atau aṣabah yang 

mengambilnya, maka harta itu diberikan kepada bait al-māl kaum muslimin untuk 

disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, 

tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada żawī al-arḥām. 

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang termasuk ahli waris pengganti 

adalah dalam garis keturunan saja dan tidak berlaku untuk garis perkawinan, 

seperti dalam setiap kasus ditetapkannya ahli waris pengganti dikhususkan untuk 

cucu, dalam pasal 185 (2) bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh 

melebihi atau boleh sama dari bagian ahli waris sederajatnya. 
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Dalam KHI juga dijelaskan kedudukan cucu baik dari garis keturunan laki-

laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris pengganti. Dari pernyataan 

tersebut sistem kewarisan dalam KHI menganut asas keadilan seimbang tanpa 

membedakan laki-laki dan perempuan atau tidak mengenal żawī al-arḥām. Dan 

cucu yang sbeelumnya dalam fikih bukan termasuk ahli waris, statusnya bisa 

dinaikkan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal 

terlebih dahulu daripada si pewaris. 

3. Hasil ijtihad Hazairin dalam memutuskan ahli waris pengganti 

kemudian diadopsi kedalam KHI. Hazairin mendasarkan ijthadnya pada Q.S al- 

Nisā: 33 yang artinya : 

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak 
dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) 
orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka 
berilah mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan 
segakla sesuatu.”  

Kemudian beliau mulai memberikan penjelasan terkait dengan ayat untuk 

menegaskan bahwa mawālī itu adalah ahli waris pengganti yang akan 

mendapatkan jatah waris dari bagian ahli waris di atasnya yang sudah wafat 

terlebih dahulu. Diakhir penjelasan beliau menyebut bahwa kalau seandainya 

seseorang atau fulan tersebut hidup, harta yang didapatkan dari pewaris itu juga 

akhirnya akan diberikan kepada mawālī-nya karena mawālī-nya juga akan 

menjadi ahli warisnya juga. 

Penjelasan beliau dibantah oleh para ulama ahli tafsir, 

a. Mereka berpendapat bahwa potongan ayat yang telah dinasakh oleh 

potongan ayat kedua. Dan ini ditulis dan dierekam oleh hamper semua 

kitab tafsir yang ada. Potongan kedua dari ayat itu adalah gambaran apa 

yang terjadi di zaman sebelum ayat waris turun, bahwa orang-orang 

Muhajirin yang datang ke Madinah lalu menjalin persaudaraan dengan 

orang-orang Anshar, mereka saling bersumpah satu sama lain bahwa 
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mereka akan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. 

Walaupun mereka tidak punya hubungan darah, mereka akan tetap setia 

dan bersumpah untuk saling mewarisi, dan syariat Islam merestui 

kebiasaan itu. Sampai akhirnya kebiasaan ini dihapus oleh syariat dengan 

menurunkan potongan ayat pertama (wa likullin ja’alnā…) untuk 

menegaskan bahwa kebiasaan itu sudah tidak bisa dijalankan, karena Allah 

telah menetapkan ahli waris (mawālī) untuk setiap orang yang wafat, yakni 

pada ayat 11 sampai 13 surat al-Nisā itu. 

b. Kemudian, mengenai tafsiran mawālī tafsiran Ibnu ‘Abbās yang 

disebutkan oleh banyak mufassir dalam kitab-kitab tafsir mereka ketika 

menjelaskan ayat 33 surah al-Nisā ini; bahwa mawālī itu artinya adalah 

ahli waris secara keseluruhan yang itu dijelaskan oleh Allah Swt. dalam 

ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisā. 

c. Imam Mujahid dan Qatadah dari kalangan tābi’in menafsirkan mawālī 

sebagai ahli waris dari kalangan ‘aṣabah; yakni ahli waris laki-laki yang 

mewarisi sisa warisan setelah żawī al-furūḍ (ahli waris yang mendapat 

jatah pasti). 

d. Tegasnya bahwa ayat 33 surat al-Nisā tidak menjelaskan tentang soal jatah 

ahli waris juga bukan menjelaskan jenis ahli waris baru; ayat ini 

diturunkan oleh Allah Swt. untuk menghapus kebiasaan orang-orang 

muslim ketika itu yang berjanji saling mewarisi satu sama lain dengan 

seseorang yang bukan dari garis keturunan mereka. 

B. Saran Dan Implikasi Penelitian 

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, 

selanjutnya dapat penyusun sarankan beberapa hal sebagai berikut: 
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1. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hakim pengadilan agama di 

negeri ini, hendaknya mampu memberikab solusi terbaik bagi permasalahan-

permasalahan yang ada ditengan-tengah masyarakat. Termasuk mengenai 

permasalahn cucu sebagai ahli waris pengganti terhadap harta warisan yang 

hingga sampai saat ini masih terus diperbincangkan mengingat bahwa hal tersebut 

merupakan pasal yang bermasalah menurut ulama fikih karena ketentuannya yang 

berani menabrak batasan-batasan yang telah Allah tentukan dalam al-Qur’an. 

Sehingga berkaitan dengan permasalahan cucu sebagai ahli waris pengganti secara 

khusus dan beberapa pasal yang bermasalah didalam KHI secara umum, 

hendaknya dilakukan peninjauan ulang denga tetap mengindahkan kaidah-kaidah 

dalam berijtihad dan maqasid al-Syariah. 

2. Perlu adanya undang-undang khusus yang membahas secara tersendiri 

mengenai Hukum Kewarisan Islam yang mengatur dengan lebuih jelas, tegas, dan 

terperinci yang didasarkan pada al-Qur’an, hadis serta ijmak para ulama untuk 

dijadikan pegangan atau landasan hukum bagi mereka yang beragama islam 

ketika dihadapkan pada berbagai macam permasalahan mengenai pembaian harta 

warisan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi teoritis 

Kompilasi Hukum Islam hingga hari ini masih menjadi pedoman utama 

para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perdata Islam, 

diantaranya perkara kewarisan Islam. Selama kurang lebih 17 tahun sejak 

diberlakukan melalui inpres RI No. 1 tahun 1991, KHI belum pernah mengalami 

pembaharuan. Penelitian  ini membuktikan bahwa terdapat kelemahan yang 

sangat jelas dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 185 yang membahas tentang 
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ahli waris pengganti, oleh karena itu melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pembaruan hukum islam, 

diharapkan pula , mendorong penelitianlanjutan khususnya mengenai kewarisan 

ahli waris pengganti, dan tidak menutup kemungkinan pada upaya perubahan 

hukum secara formil melalui revisi pasal-pasal KHI bahkan sampai pada upaya 

menaikkan status KHI menjadi undang-undang dalam sistem hukum nasional.   

2. Implikasi Praktis  

Implikasi penelitian ini yaitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

hasil berupa kontribusi yang nyata dengan menjadi alternatif dalam suatu 

masukan ilmiah dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan hendaknya 

pengkajian terhadap masalah kewarisan harus diteliti dalam bentuk-bentuk 

penelitian yang terperinci, sehingga kebermanfaatan menjadi lebih luas.
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